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KATA PENGANTAR

Perubahan konstitusi, bisa terjadi melalui mekanisme formal maupun
informal. Salah satu mekanisme informal, melalui putusan lembaga
peradilan. Salah satu perubahan itu dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui
proses pengujian undamgdang terhadafpyndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap putusan MK telah
mencerminkan perubahan terhadap konstitusi itu sendiri. Meskipun secara
teks UUD 1945 tidak mengalami perubahan namun substansinya telah
berubah.Dengan demda, putusan MK tidak bisa dianggap remeh. Setiap
putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi besar,
dimana pengaturan apapun dibawahnya mesti mendasarkan pada putusan
dimaksud. Putusan MK pada akhirnya, menjadi landasan konstitusional
pengaturan baik dalam undangdang maupun peraturan turunannya.
Mengingat dampak yang luar biasa dari putusan Mahkamah Konstitusi,
maka penting untuk mencermati proses dan hasil dari kerja MK dimaksud.
Sebagai penafsir konstitusi, MK diharapkan mampu mekdre panduan
dalam menjalankan kehidupan bernegara yang terus mengalami
perkembangan secara cepat. Melalui peran ini, MK akan menjadi motor
perubahan konstitusi yang hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Atas dasar itulah, maka Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif
membuat kajian terhadap putugautusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini,
KODE Inisiatif menghadirkan seri Sumber Daya Alam khususnya terkait
Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan. Kajian harapkan mampu
memberikan panduan bagi pemangku kepentingan untuk melihat
perkembangan pemaknaan konstitusionalitas dalam pengaturan Kehutanan,
Pertambangan dan Perkebunan, sebagaimana putusan MK itu sendiri. Selain

itu, kajian ini diharapkan mampu memlkam gambaran umum tentang



kinerja MK dalam memutus soal i¥su sumber daya alam, serta kepatuhan
pihak terkait dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.Seri sumber
daya alam ini, merupakan hasil kajian yang dilakukan selama enam bulan
terakhir terhadp putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Isu Kehutanan,
Pertambangan dan Perkebunan sejak tahun 2003 hingga 2016. Kajian ini
terbagi dalam 3 seri yakni Pertama berupa kajian kuantitatif terhadap
Putusan MK, Seri Kedua berupa kajian terhadap pertimbanganmhuku
mahkamah, dan Seri Ketiga berupa kajian terhadap kepatuhan terhadap
putusapputusan Mahkamabh.

Dengan telah selesainya kajian ini, Kami mengucapkan terimakasih
atas dukungan dan apresiasi yang besar kepada The Asia Foundation
sehingga terselesaikannygi&a ini. Melalui program SETAPAK 2, kajian
ini didanai dan didukung sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh
karena itu, besar harapan Kami bahwa hasil kajian ini tidak semata berhenti
sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, namun menjadarpandu
bagi semua untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap konstitusi
dan konstitusionalitas kebijakan kedepannya. Akhir kata semoga buku ini
memberikan kemanfaatan bagi penyelengara negara dalam mengambil

kebijakan serta memberikan kemanfaatan paglik secara luas.

Veri Junaidi
Ketua KoDe Inisiatif
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PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebedasar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusi
tersebut juga menjadi dasar bagi pengaturan mengenai Sadaiman
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang merupakan tiga bidang
sumber daya alam yang strategis bagi pembangunan di IndoNasfan
dinamika pengaturan tiga ranah sumber daya alam tersebut ke dalam bentuk
undangundang sering melenceng dari mak sesungguhnya yang
dikehendaki oleh kastitusi. Oleh karena itwyndangundang yang mengatur
tiga bidang tersebut banyak dilakukan pengujian kepada Mahkamah

Konstitusi

Mahkamah Konstitusitelah memainkan peranan penting untuk
membangun prinstprinsip p&guasaan negara atas tanah dan kekayaan
alam yang terdapat di dalam UUD 1945 dan juga menguji konstitusionalitas
norma di dalam undangndang terhadap UUD 1945, termasuk undang
undang yang mengatur mengenai kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalapengujian undangundang
telah terjadi perubahaprinsip dan normgengaturan mengenai Sumber
Daya Alam terkhusus pada ketiga isu mengenai Kehutanan, Perkebunan dan
PertambanganUntuk melihat perkembangan prinsip dan norimeum
mengenai kehutanan, perkebunan, dan pertambangan melalui putusan
Mahkamah Konstitusi, tim peneliti mengklasifikasikan pembahasan ke
dalam beberapa isu konstitusional yang terdapat dalam pengujian undang

undang di bidang kehutanan, perkebunan daampéanganDari 22 putusan



MahkamahKonstitusi yang diteliti, érdapat enam isu konstitusional yang

dibahas pada bagian imintara lain:

1. Tenurial yang berkiatan dengapenguasaan dan pemilikan tanah oleh
individu maupun olelmasyarakat adat

2. lzin dan kepentingan perusahaan licenses and corporate intere3ts
merupakan kepentingan perusahaan menyangku izin usaha pemanfaatan
sumber daya alam (Izin usaha kehutanan, izin usaha Pertambangan dan
kontrak karya pertambangan, 1zin limbah B3)

3. Tindak pidana (criminal action), merupakan Tindak pidana di bidang
sumber daya alam termasuk mengenai hasil hutan, serta pengangkutan

4. Perencanaan planning) merupakan perencanaan peruntukan sumber
daya alam termasuk pengukuhan dan penunjukan kawasan hutan serta
penetapan Mayah pertambangan

5. Desentralisasi Decentralizatio) merupakan pembagian kewenangan
pemerintah dan pemerintah daeddiam kaitannya dengan pengurusan
sumber daya alam

6. Pengakuan hak masyarakat adat recognition of indigenous
communitie§, merupakan penggaan masyarakat hukum adat baik

berkaitan dengan eksistensinya maupun haknya atas tanah dan sumber

daya alam.
Tabel 1 Pengelompokan Perkara berdasarkan isu Konstitusional
Isu Konstitusional Nomor Perkara Ketentuan yang diuji
1 122/PUUXIIN/2015 1 Pasal 12 (1), 55 hurufa, c, d
107 huruf a, ¢, d UU
Perkebunan
1. Tenurial
1 35/PUUX/2012 1 Pasal1(6),4(3),5(1)(2)
(3)(4).67(1)(2) (3) LU
Kehutanan
1 34/PUUIX/2011 1 Pasal 4 (2) huruf (b) UU




Isu Konstitusional

Nomor Perkara

Ketentuan yang diuji

Kehutanan

2.

Licenses and
Corporate
Interests

98/PUUXIII/2015
81/PUUXIINI2015

10/PUUXII/2014
113/PUUX/2012

72/PUUVIII/20105

30/PUUVIII/2010

121/PUUVII/2009
3/PUU-I/2005

18/PUUXII2014

Pasal 50 (2) UU Kehutanan
Pasal 37, 158, 163 (1),(2),
164 UU Minerba

Pasal 102, 103 UMinerba
Pasal 127 (2), 126 (1,2) 127
UU Minerba

Pasal 38 (3), 50 (3) UU
Kehutanan

Pasal 22 huruf a,c, f, 38 hur
a, 51, 52 (1), 55 (1), 58 (1),
60, 61 (1), 75 (4), dan 172
UU Minerba

Pasal 172 UU Minerba
Pasal 83A, 83B UU
Kehutanan

Pasal 59 (4), 95 (1102 UU
PPLH

3.

Criminal Action

81/PUUXIINI2015

55/PUUVIII/2010

122/PUUXIIN/2015

13/PUUIII/2005

21/PUUIII/2005

1 Pasal 37,158, 163
(1),(2), 164 UU Minerba|

1 Pasal21jo47 UU
Perkebunan

1 Pasal 12 (1), 55 huruf a
c, d, 107 hurufa, d
UU Perkebunan

1 Pasal 78 (15) dan
penjelasannya, 50 (3)
huruf h, j UU
Kehutanan

1 Pasal 78 (15) UU
Kehutanan




Isu Konstitusional

Nomor Perkara

Ketentuan yang diuji

il

95/PUUXI1/2014

1 Pasal1langka3, 6 (1)
huruf d, 11 (4), 12 huruf
a, b,cd e f h I m,
16, 17 (1), (2), 19 huruf
a, b, 26, 46 (2), (3), (4),
52 (1),82(1) (2)83 (1)
(2)(3),84(1) (2) 3). 87
(1) huruf b dan c, 87 (2)
huruf b dan c, 87 (3),
88,92 (1),94 (1),98 (1
(2), 110 huruf b UU
PPPH

4.

Planning

95/PUUXII/2014

45/PUUIX/2011

32/PUUVIII/2010

30/PUUVIII/2010

25/PUUVIII/2010

Pasal 12, 15 (150 (3),81
UU Kehutanan

Pasal 1 (3) UU Kehutanan
Pasal 6 (1) huruf e, 9 (2), 10
huruf b, 136 (2), 162 UU
Minerba

Pasal 22 huruf a,c, f, 38 hur
a, 51, 52 (1), 55 (1), 58 (1),
60, 61 (1), 75 (4), dan 172
UU Minerba

Pasal 22 huruf f, 52 (1) UU
Minerba

Decentralization

70/PUUXII/2014

Pasal 4 (2) hurufa, b, c UU
Kehutanan

Recognition of
Indigenous

Communities

35/PUUX/2012

55/PUUVIII/2010

122/PUUXIIN/2015

Pasal 1 (6), 4 (3), 5 (1,2,3,4)
67 (1), (2), 3) UU
Kehutanan

Pasal 21 jo 47 UU
Perkebunan
Pasal 12 (1), 55 huruf a, s, d
107 huruf a, ¢, d UU

Perkebunan




A. Tenurial (Penguasaan dan Pemilikan Tanah)

Tenurial berkaitan dengan penguasaan laldam pemilikan tanah
oleh masyarakat adat dan perorangBermasalahan tenurial tidak saja
berkaitan dengan hak individu dan masyarakat adat, melainkaga |
penguasaan negara atas tam@m sumber daya alanbari 22 perkara,
terdapat 3 putusan Mahkamah Konstitusi(Perkara Nomor 122/PUU
XI/2015, Perkara Nomor 35/PUM/2012, dan Perkara Nomor 34/PUU
IX/2011) yang memiliki isu konstitusional mengenai Tenurial yang pada
pokoknya menyangkut empat hal berikut:

1. Pengukuhafawasan Hutan (UU Kehutanan)
2. Status dan Penetap Hutan Adatl U Kehutanai
3. Perkebunan di Lahan Masyarakat Hukum Adat (UU Perkebunan)

a. Argumentasi Pemohon

Dalam UU Kehutanan, Isu konstitusional mengendienurial para

pemohon mempermasalahkapermasalaharyakni:
1. Pengukuhafawasan Hutan

Permohonarpemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
34/PPUU-IX/2011, masalah @nurial berkaitan dengan penguasaan dan
pemilikan tanah oleh masyarakat adat dan perorangan secara garis besar
adalah berkaitan sopengukuhan kawasan hufatimana dalanPasal 4 ayia
(2) huruf b dan Pasal 4 ayat @Y Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tidak
terdapat ayat hukum yang menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh Negara

tetap memperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak

L Carol J. Pierce, et. al, diteriemahkan oleh Agus Widodo dan Ida Ayu Pradjralifk
Desentraliasi Hutan, Kekuasan dan Rakyat Pengalama Diberbagai Ng@argor: Center
for Interntional Forestry Research, 2006), him 79



berdasarkamindangundangsehingga terdapat kegian konstitusional bagi
masyarakat akibat adanypengukuhan kawasan hutafidak adanya
pengakuan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan tumtdeng
mengakibatkan kerugian konstitusional bagi masyaraigadi pelanggaran

atas hak dan kewenangkonstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh
UUD 1945 khususnya Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4).

2. Status dan PenetapHmitanAdat UU Kehutanaip

Di dalam UU Kehutanan ditentukan bahwa status hutan terdiri dari
dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Disebut hutan hak bila hutan itu
tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah.
Sebaliknya akan disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di
atas tanah yang tidak dibebani suatu hak tdaah. Hutan adat bahkan
secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas
tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 1 ayat (3),
dan Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (4) UU Kehutanan. Ketentuan ini membuat
seakan hutandat tidak ada karena dikategorikan sebagai bagian dari hutan
negara. Suatu hutan bisa ditetapkan sebagai hutan adat sepanjang faktanya
masyarakat hukum yang bersangkutan masih ada dan keberadaannya
mendapat pengakuan oleh Pemerintah. Sebaliknya bilamateamn da
perkembangannya masyarakat hukum adat tersebut tidak lagi eksis maka hak

pengelolaan atdsutan tersebut diambil kembali oleh Pemerintah.

Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan menentukan bahwa pengukuhan
terhadap keberadaan/hapusnya suatu masyarakat hukam terdebut
ditetapkan dalam sebuah PeraturBaerah. Hal ini juga dimohonkan
pengujiannya oleh pemohon sebab dengan keharusan membuat Peraturan

Daerah untuk pengakuan masyarakat adat membuat masyarakat adat merasa



kesulitan untuk mendesak pemerintah untalembuatnya. Ketentuan
tersebut (dalam Pasal 5 jo Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan) telah nyata
memberikan kekuasaan lampau batas pada Pemerintah untuk melakukan
sesuatu yang sebenarnya bukan wewenangnya. Bagaimanapun keberadaan
(hidup matinya) sekelompok lsu bangsa tidak boleh diserahkan kepada
penyelenggara negara, yakni Pemerintah karena ini merupakan bagian dari
hakhak kemanusiaan sekelompok orang yang semestinya telah dijamin dan
dilindungi oleh konstitusi yang mewajibkan pada Pemerintah untuk

mewujudliannya;

Adapun isu konstitusinal mengenai Tenurial daldbh Perkebunan
yang dipermasalahkan oleh para pemoadalah mengenderkebuanaunli
Lahan Masyarakat Hukum AdaPemohon mempermasalahkan ketentuan
dal am Pasal 12 ayat ( inglakubdn mesgawdrahb u n a n
untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan
imbalanny@ di mana musyawarah dilakukan un-
masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan dengan pelaku usaha
perkebunan, disini tidak diatur kedudulk@@merintah pusat maupun daerah.
Padahal peran pemerintah diperlukan apabila tidak terjadinya kata mufakat
yang berakibat timbulnya konflik. Ketentuan tersebut dirumuskan secara
multitafsir/'samaisamar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa
dan perusahaan perkebunan dalam menginterpretasikannya sehingga
berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum, Ketentuan tersebut adalah
pelanggaran atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945;

Secara umum permohonan pemohdalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 122/PUXIII/2015 mengenai permasalahan perkebunan
di lahan masyarakat hukum adat berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan



tanah oleh masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah
berkaitan soal hak atagilayah adat (hak ulayat) yang mana untuk melihat
bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat
dengan mudah apakah transakansaksi mengenai tanah dilakukan oleh

aturan kelembagaan adat.

b. Argumentasi Ahli

Dalam perkara pengujianUU Perkebunan mengenai isu
konstitusional tenurial tidak dihadirkan ahli baik dari pemohon maupun
pemerintah. Jika melihat dalam perkara penguiidh Kehutanan hanya
ada dalam perkara nomor 35/P/R012 yakni 5 orang Ahli dari pemohon

serta 2 orang ahli dgpemerintah.

Tabel 2 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Tenurial
No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah

Saafroedin Bahar Nurhasan Ismail

Noer Fauzi Rachman Satya Arinanto
Hariadi Kartodihardjo

I Nyoman Nurjaya

A | W N

Maruarar Siahaan

Mengenai keterangan para ahli dari pemohon dapat disimpulkan
berdasarkan pandangan para ahli, sepertiNddir Fauzi Rachman dan
Hariadi Kartodihardjo menjelaskan permasalahan hak masyarakat adat
atas tanah dan hutan terjadi karena adanya negaraisasi tanah yaitu proses
dimana tanah kekayaan alam dan wilayah adat ditetapkan oleh Pemerintah
sebagai kategori khusus tanah negara, hutan negara. Kemudiatasdas
kewenangan legalnya, Pemerintah pusat memberikan konsesi produksi
maupun ekstraksi kepada perusahaan. Selain itu, hutan adat sebagai hutan



negara tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan
terhadap hutan adat oleh Negara, karenanhatiat tetap termarjinalkan,
dibiarkan bersaing dengan para pemegang izin dan pengelola hutan dengan
tanpa mendapatkan kepastian hukum,

Bahkan I Nyoman Nurjaya menerangkan berkaitan dengan
ketentuan yang menyatakan bahwa hutan komunal adat sebagaidgsdsm n
berada dalam wilayah hidup masyarakat hukum adat, memiliki implikasi
serius bagi masyarakat adat. Implikasi hukum yang muncul adalah status
hutan adat bukan sebagai entitas hukum yang sama dengan hutan negara
sebagai hutan hak, tidak adanya kepasitatus hukum mengenai hutan adat
(legal security uncertain)y pemerintah sebagai representasi Negara dapat
dengan leluasa dan semeanana melakukan perbuatan hukum terhadap
hutan adat berdasarkan kewenagan yang diberikan UU dan hal itu terjadi.
Jika meujuk pada Pasal 33 UUD 1945aafroedin Bahar menerangkan
Negara mengembangkan landasan teoretikal baru untuk menguasai tanah
ulayat kesatuan masyarakat adat dengan konstruksi hak menguasai negara
atas tanah. Ternyata bahwa hak menguasai Negara atasirtariabih
merupakan pencabutan hak ulayat dari kesatuan masyarakah@dbtne
tanpa ganti rugi sama sekali, maka hak menguasai Negara atas tanah ini

adalah bentuk yang lebih buruk dddmein verklaring?

Adapun pendapat ahli yang dihadirkan oleh pemerintah dalam
pengujian UU Kehutanan ini dapat ditarik kesimpulzahwa hutan adat
adalah bagian dari hutan negara yang berada dalam lingkungan masyarakat
hukum adat, Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3) dan aydty4)

2 PrinsipDomein Verklaringzang menentukan bahwa negara adalah pemilik lahan hutan
dan Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah mana saja yang
termasuk ke sebagai kasan hutanpadaYance ArizonaKonstitusionalisme Agraria,
(Yogyakarta: STPN Press, 2014) him. 115



Kehutanan, makaksistensihutan adattetap diakuidan akan ditetapkan
apabila masyarakat hukum adat sebagai subjek pemegang hakutatas h
adat diakui keberadaannya, lalu pengelolaannya pun diberikan kepada
masyarakat hukum adat yang aladepan yangliperlukan UU mengenai
pengakuan masyarakahukum adat. bahwa frasa yang menyatakan
"sepanjang (menurut) kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,
serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasiqusifu sejalan dengan
substasi Pasal 18B aya2) UUD 1945, adapun kerugian yang dirasa
pemohon bukanlah kerugian konstitusional melainkan kerugian yang timbul

akibat keputusan menteri kehutanbaghiking.

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Dalam pengujianUU Kehutanan berkaitan isu tenuriginahkamah
berpendapat Penguasaan hutan oleh negara menurut UU Kehutanan
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan: (1) hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan; (2) menetapkakawasan hutan dan atau mengubah status kawasan
hutan; (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan
hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta (4) mengatur perbuatan
hukum mengenai kehutan yang dilakukan berdasarkankbm dalam
rangka menegakan prinsip negara kbon demokratis. Hal demikian
dikarenakan hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan
secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia hingga
generasi mendatafgamun dalam wilayah tertentu @dapsaja terdapat hak
yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak
guna usaha, dan hdidak lainnya atas tanah. Halak yang demikian harus

3 Pertimbangan Hukum Poin &.homor 4 dan Putusan Mahkamah Konstitusomor
34/PUU-1X/2011
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mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Sehingga,
penguasaan hutanleb negara harus juga memperhatikan-hak yang
demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma
UU kehutanaf

Mahkamah juga berpendapat bahwa UU Kehutanan memperlakukan
masyarakat hukum adat secara konstitusional sebagai sulijek Herkait
dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, ini berkaitan dengan
pengkategorian hutan yang terdapat hubungan hukum antara subjek hukum
dergan hutan. Subjek hukum yakniegara, masyarakat hukum adat dan
pemegang hak atas tanah yangtatinya terdapat hak atas hutan. Negara
menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah
dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat
tidak secara jelas pengaturan tentang hak nya atas tanah maupun atas hutan.
Inilah yang secara potensial menyebabakan masyarakat adat kehilangan
haknya atas hutan sebagai Sumber D#@yam untuk kehidupannya,
termasit hak tradisionalnya sehingga masyarakat adat kesulitan dalam
memenuhi kehidupan dari hutan sebagai sumbérnya.

Mengenai alih fungsi lahan sebagaimana yang dipermasalahkan
pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PU2011,
Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah bentuk
penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan ksindéhgan
ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku dengan memperhatikan -hak masyarakat yang terlebih

dahulu ada di wilayah tersebut, adapun Pasal 4 ayat (4) UU kehutanan

4 Pertimbangan Hukum Poin 1&.2Putusan Mahkamah Konstitusomor34/PUU-
1X/2011

5 Pertimbangan Hukum Poin 12.2Putusan Mahkamah Konstitusomor35/PUU-X/2012
5 Pertimbangan Hukum Poin 12.3Putusan Mahkamah Konstitusomor35/PUU-X/2012
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dianggap mahkamah memang belum mengakorma tentang hak atas

tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD
1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan

berdasarkan ketentuan peraturarupdangundangan.

Adapun dalam pengujiatdU Perkebunan yang berkaitan isu
konstitusional Tenurial permohonan tidak dibahas hingga pokok
permohonan karena tidak dapat diterikerena pemohon tidak memiliki
legal standing Namun Mahkamah memberikan gambaraahwa UU
Perkebunan sudah jelas menerangkan apa yang dimaksud penggunaan lahan
yang diperlukan untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan
usaha perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara
tidak sah melakukan usaha di lahRerkebunan dalam UU Perkebunan.
Pengatur an nor ma terhadap pel aku
bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat atas penguasaan lahan/tanah
yang digunakan menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum
terhadap masyarakat hukuadat akan kedudukan hukumnya sehingga
mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak asasinya. Adapun
perbuatarperbuatan yang dilarang dan dikualifikasi sebagai tindak pidana
(Pasal 55 UU Perkebunan) berlaku terhadap semua orang termasuk pelaku
usasha perkebunan, vyaitu dilarang untuk mengerjakan, menggunakan,
menduduki, dan/atau menguasai tanah atau tanah hak ulayat masyarakat
hukum adat, artinya ketentuan pelarangan dalam pasal tersebut jika dibaca
secara keseluruhan dan utuh telah mewujudkan kapabukum bagi

masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkedunan.

7 Pertimbangan Hukum Poin 8Nomor 1Putusan Mahkamah Konstitusomor122/PUU-
XII1/2015
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d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan
Pertambangan

Dalam UU Kehutanan, konteks tenurial atau penguasaan tanah oleh
perorangan berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan das stat
penetapan hutan adat, dimana harus ada penegasan penguasaan hutan oleh
negara yang memeperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak,
jika dalam UU Perkebunan hak penguasaan tanah berkaitan dengan hak atas
wilayah adat Itak ulayaj} meliputi ar, tumbuhtumbuhan, dan binatang,
bebatuan, bahan galian dan juga sepanjang pesisir pantai, permukaan air,

didalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.

Dengan kata lain apabila penguasaan tanah dalam UU Kehutanan
menitik beratkan kepada kontekshan atau tanah yang telah terbebani hak,
dimana pemerintah berhak menentukan status wilayah sebagai kawasan
hutan maupun bukan kawasan hutan namun tetap memperhatikan hak atas
tanah yang telah terbebani. Dalam penguasaan atas tanah hutan oleh
masyarakahukum adat dirasa kurang maksimal mengeni pengaturan tentang
hak nya atas tanah maupun atas hutan. Namun hal tersebut telah diberikan

tafsir oleh mahkamah dimana ketentuan penguasaan hutan oleh negara yag

1)

memper hati kan ma ssemamandkkaybataahnyakmagin adad a t
dan diakui keberadaannya,serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasionab di anggap bertentangan dan ti dak
yang mengikat sepanjang tidak dimakfiap e nguasaan hutan o]
tetap memperhatikan hak masykah hukum adat, sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang d a maryjnya pengakuan

masyarakat hukum adat tidak menitikeratkan kepada pengakuan



keberadaanya ntenkan menitik beratkan pada masyarakat hukum adat

yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Lain halnya dengan UU Perkebuanan yang mebiilatkan kepada
penguasaan atas perkebunan di lahan masyarakat hukum adat, serta
pengecualian tbadap ketentuan tindak pidana pada kawasan yang
berkonflik dengan perusahaan. Penguasaan dan pemilikan tanah oleh
masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah berkaitan soal hak
atas wilayah adat (hak ulayat), dimana pengaturan mengenai $ethuer
telah jelas beradasarkan UU Perkebunan yang mengatur mengenai
penggunaan lahan, pemberdayaan usaha, serta ketentuan pidana dalam yang

diperlukan untuk usaha perkebunan.
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B. Perizinan dan kepentingan perusahaan ( licenses and

corporate interests )

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaat sumber daya
alam dilakukan melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah guna
terjadinya taat administrasi yang baik. Terdap&udusandari 22 perkara
pengujian undangndang mengenai kehutanan, perkebona dan
pertambangan. Adapun kesembilan perkara tersebut akan dilihat mengenai
keempat isu perizinan yang akan dilihat argumentasi yang dikemukakan oleh
pemohon, ahli, dan mahkamah konstitusi:

Izin Pengelolaan Limbah B3 dalam UU PPLH
Izin Usaha Pemanfaatéawasan Hutan dalam UU Kehutanan

Izin Usaha Pertambanagan dalam UU Minerba

0N

Kontrak Karya dalam UU Minerba

a. Argumentasi Pemohon

1. Izin Pengelolaaiimbah B3

Dalam perkara pengujiddU PPLH yang terdapat isu konstitusional
perizinan, pemohon menerangkan mengenai Izin Mengelolah Limbah B3,
dalam Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mewajibkan setip orang untuk
mengelolah limbah B3 yang dihasilkannya, apabila tidak dikelola maka
dijatuhi pidana penjara dadenda sebagaimana pasal 103 UU PPLH. Namun
disisi lain pasal 59 ayat (4) UU PPLH menerangkan pengelolahan limbah B3
wajib mendapat izin dari pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota),
dan apabila mengelola tanpa izin akan dikenai pidana penjaraidizama

denda sebagimana pasal 102 UU PPLH mengaturnya. Hal ini jelas

bertentangan dengafi k epasti an hukum vyang adi
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tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum
orang yang menghasilkan limbah B3 namun bexitibaik untuk mengolah
limbah B3 tersebut walaupuorang tersebut belum memiliki izin karena
sedang mengurus izin atau sedangngurus perpanjangan izin mengelola
limbah B3 tersebut.

Lalu pemohon mempermasalahkan konsep pengakan hukum terpadu
pada Pasal 9ayat (1) UU PPLH sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini
sangat penting untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum
pidana | ingkungan hidup, Namun, keber
ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian hukusmneka membuka
kemungkinan fipenegakan hukum ter paduc
tanpa pelaksanaan karena kata dAdapatoc
penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan
kejaksaan, uim-¢ @ k d ififj iad adhesgaad mengabai
PPLH untuk melakukan penegakkan hukum secara terpadu di bawah

koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.
2. lzin UsahaPemanfaataKawasan Hutan

Apabila melihat dalam perkara pengujiaild Kehutanan, para
pemohon mendalikkn penggunaan instrumeizin dalam UU Kehutanan
ditentukan baik untuk pemanfaatan hutan lindung maupun pemanfaatan
hutan produksi yang dijabarkan dalam bermacam mamun pada faktanya
pemegang izin tidak dapat memanfaatkan izin secara leluasa kadagater
norma dalam UU Kehutanan yang multi tafsir sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pemegang izin dalam memanfaatkan izin. Norma
tersebut adalah Pasal 50 ayat (2) UU Kehutdramian fras&egiatan yang

menimbulkan kerusakan hutanTidak ditemukan satu pasal atau penjelasan
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pun yang menjelaskan makna predikat perbuatan yang digolongkan sebagai

Akegiatan yang meni mbul kan kerusakan

Lalu mengenai Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) yang pada
intinya menerangkan pgunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan
izin pinjam pakai oleh Mentedan larangan tersebut apabila tidak mendapat
izin menteri. Persyaratan izin menteri dalam pemanfaatan kawasan hutan
untuk pertambangan, sangat merugikan Pemerintah Daerah dan
menghilangkan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
karena penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan
pertambangan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah hal
tersebut sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerabasetmanat
UUD 1945 vyang seharusnya diberikan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pempaatiadan peran serta

masyarakat.
3. Syarat dan Kriteria I1zin Usaha&Rambangan (IUP)

Ketentuan norma Pasal 37 pemberian IUP diberikan oleh
Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri berdasarkan wilayahnya. Terdapat
Syarat luas minimum Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ekplorasi
untuk mendapatkan IUP seluas 5000 (lintau) hektar untuk untuk jenis
pertambangan mineral logam dan batubara dan luas minimum 500 (lima
ratus) hektar untuk jenis pertambangan mineral bukan logam. Maka
ketenteuan tersebut akan berakibat terhalangnya pengusaha pertambangan
kecil dan menengah teasuk di dalamnya para Pemohon untuk
mendapatkan WIUP sehingga tidak dapat memperoleh kesempatan untuk
melakuka usaha di bidang pertambandarenafaktor kemampuan modal

usaha, karenketenntuan tersebdiperlukan modal yang tidak kecil.
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Lalu mengenai @mberian izin menteri terhadap pemegang IUP dan
IUPK dalam melibatkan anak perusahaannya dengan syarat tidak terdapat
perusahaan jasa pertambangan lairdiydlayah tersebusebagaimana Pasal
126 (1) dan ayat (2) mengakibatkan pertama menghentikan seldgeany
sistem kerja sama yang selama ini menggunakan pola kemitraan antara
pemerintah (PT. Timah) dengan masyarakat, yang kedua, hal metidakai
terdapat perusahaan jasa pertambangan lainny@upakan hal yang tidak
ilmiah dan tidak logis, bukankah aeta ini ribuan kelompok, badan usaha

serta koperasi yang bergerak dan bekerja sebagai mitra PT. Timah

Pasal 38 huruf a UU Minerba telah memperlakukan badan usaha
yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang
bukan merupakan badanukum dalam hal pemberian Izin Usaha
Pertambangan (IUP), sehingga badan usaha sep@oinmanditer
VennootschagCV) dan Firma yang bukan merupakan badan hukum tidak
dapat diberikan IUP yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di

bidang pertambangan

Yang terakhir mengenai kepastian hukum dalam hal larangan ekspor
bijih, Pasal 103 ayat (3) UU 4/2009 mengenai Pemegang IUP IUPK Operasi
Produksi dapat mengolah hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK
lainnya. memang memberikan mandate kepada Penfeuntak mengatur
dalam peraturan pemerintah. Namun, yang dimandatkan adalah membuat
ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan
dan pemurnian, bukan membuat norma baru seperti larangan ekspor bijih
faktanya melalui berbagaepmturan perundangndangan di bawah Undang
Undang, Pemerintah telah membuat kebijakan yang melarang ekspor bijih

melalui kebijakan yang sering berubalah
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4. Kontrak KaryaPertambangan

Kontrak Karya/Perjanjian Karya, adalah jenis izin pengusahaan
pertambagan yang diberikan kepada perusahaan asing dan Penanaman
Modal Asing (PMA), sedangkan Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa
Pertambangan Rakyat (KPR) adalah jenis izin pengusahaan pertambangan

yang diberikan kepada perusahaan nasional dan rakyat;

Pasal 169 truf a dan Pasal 172 UU 4/2009 jejals telah
memberikan perlakuan istimewa dan diskriminatif antara perusahaan asing
pemegang Kontrak Karya/Perjanjian Karya pengusahaan penambangan
batubara dengan perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan
Kuasa Rrtambangan Rakyat (KPR) yang notabene adalah perusahaan

nasional dan penambang rakyat

Dalam perkara nomor 121/PWUNI/2009 Pemohon telah dengan
itikad baik, telah mengajukan permohonan Kontak Kamjan PKP2B
(Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambanganb8at)isesuai peraturan
perundangundangan yang berlaku akan tetapi belum selesai karena belum
diterbitkannya persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuldan
pejabat yang berwenang karena lamanya prosedur birokrasi yang harus
ditempuh walaupunseluruh persyaratan hukum rdaadministrasi telah
dipenuhi, sgala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon,

diabaikan, serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada.

b. Argumentasi Ahli

Dalam perkara pengujianUU Kehutanan mengenai isu
kosntitusional Brizinan dalam bidang sumber daya alam dihadirRorang

ahli dari pemohon yakni: ger2 orang ahli dari pemerintah.
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Tabel 3 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian
UU Kehutanan

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah
1 Saldi Isra Asep Warlan Yusuf
2 | Gde Pantja Astawa Emil Salim

Keterangan ahli dalam perkara pengujian UU Kehutanan pada intinya
mengenai pada tingkat mana kewenangan memberikan izi itu seharusnya
berada apakah did i pemerintah pusat atau pemerintah da&ad.Pantja
Astawa menegaskan Pasal 38 dan 50 UU Kehutammsnteksnya adalah soal
perizinan, kewenangan ini pun sudah diberikan kepada daerah, sehingga
seharusnya izin lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh daerah. Daerah
tidak perlu memberikan rekomendasi, karena kewenangan utama izin ada
pada daerah. Teak pengelolaan hutan harus diperhatikan kearifan lokal
masyarakat hukum atlaBahkanSaldi Isra menegaskan mestinya melalui
penafsiran mahkamah konstitusi, pengelolaan hutan harus diserahkan
sepenuhnya kepada daerah dengan sggeatit tertetu. Jika diperlukan
Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan lebih progresif dengan menetapkan
ketentuan barddam UU Kehutanan melalui pdrarian sanksi tegas kepada
pemerintah daerah yang gagal melindungi hutan dengan jumlah hektar

tertentu

Ahli pemerintah Asep Warlan Yusuf menerangkan bahwa Pasal 38
tidak harus diartikan sebagai mutlak kewenangan menteri, kgilema
dikaitkan dengan Pasal 66, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan
atirbutifnya menjadi kewenangan delegasi kepada daerah. Dalam kaitan
perizinan tidak boleh mengabaikan daerah karena lokasi dan aspirasi ada di
daerah, selain itu daerah memiliki kepagan, kewenangan, kebutuhan,

kemampuan, dan sistem.
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Isu konstitusional mengenai Perizinan dalam perkara pendujian
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH)
menghadirkarahli dari pemohon dan pemerintah, dengan komposisi terdapat
masingmasing 8 orang ahli dari pemohonserta 4 orang ahli yang

dihadirkan oleh pemerintah yakni:

Tabel 4 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalamgngujian

Uu PPLH
No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah
1 Saldi Isra Philipus M. Hadjon
2 Zainal Arifin Mochtar Enri Damanhuri
3 Sukanda Husin Alexander Sonny Keraf
z4 Linda Yanti Sulistiawati Mudzakir

Eddy O.S. Hiariej
Laica Marzuki
Udiharto

|l N| O O

Renni Suhardi

Mengenai keterangan para ahli dari pemohon dapat ditarik
kesimpulan bahwa Persoalan kewajiban melakukan pengelolaan limbah yang
disertai dengan kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah dan
penegakan hukum terpadu dalam menangani dugiadak pidana
lingkungan hidup adalah bersentuhan dengan hak atas kepastian hukum
setiap orang.Dimana Zainal Arifin Mochtar mengatakan dari konsep
pelanggran hukum tpadu akan ditentukan olelNegara yang mana
meryakan pelanggraan administfaiemata, dan yang mana merupakan
pelanggran hukum pidana dan dari konsep hukum terpadu itulah, lalu
kemudian ditentukan apa yang akan dilakukan negara berhadapan dengan
orang yang dianggap melakukan pelanggaran atas hukum lingkungan

tersebut
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Sukanda Husin menerangkanPelanggaran izin merupakan delik
formal, konsekensinya pelanggaran izin lingkungan atau izin pengelolaan
lingungan atauizin pengelolaan bahan B3, datau limbah B3 dapat
dijatuhkan sanksi pidana walaupun pelanggaran izin tersebut tidak
menmbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Sedangkan delik
materil diartikan sebagai suatu delik tindak pidana yang dianggap selesai bila

tindakan tersebut menimbulkan akibat

Pandangan ahli dari pemerintah dapat disimpulkan yakni Pemerintah
Indonesia mmpunyai tugas dan kewenangan konstitusional untuk menjamin
bahwa rakyat Indonesia bebas dari segala macam ancaman bahaya dan
bencana lingkungan hidup adalah melanggar konstitudd 1945. Dalam
konteks pengelolaan limbah B3, fungsi izin yang pertama lacatncegah
bahaya. Untuk mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu ada tiga
pertanyaan, apakah pengelolaan limbah B3 memerlukan izin? dari sisi
hukum administrasi mutlak karena rumusan dalam Pasal 1 butir 21 Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2009, lilmib B3 merupakan barang berbahaya dan
oleh karena itu, pengelolaannya harus mempunyai izin. Fungsi izin adalah

sebagai instrmen prefentif, bukan instrumeeapresif

Ahli Mudzakir mengatakanlika penghasil limbah B3 yang tidak
mampu melakukan pengelolaan tiah B3 sendiri, pengelolaannya limbah
B3 diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain melakukan pekerjaan
mengolah limbah B3 diharuskan juga memiliki izin, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (4). Kalimat diserahkan pengelolaannya kepada pihak
lain bemakna seluruh kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkannya
dikelola oleh pihak lain yang independen dan pihak lain tersebut mengolah
limbah B3 tersebut harus telah memiliki izin pengelolaan limbah bahan yang
berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksach dBasal 59 ayat (4).
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Adapun dalam perkara pengujislJ Minerba mengenai izin usaha
pertambangan dan kontrak karya pertambangan dihadirkan 6 orang ahli dari

pemohon serta 11 orang ahli dari pemerintah yakni:

Tabel 5 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Perizinan dalam pengujian

UU Minerba
No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah
1 Saldi Isra Yusril Ihza Mahendra
2 Faisal Basri Hikmahanto Juwana
3 Simon F. Sembiring Sitti Rochani
4 Arif Siregar Ahmad Redi
5 Ismiryadi A. SonnyKeraf
6 Philipus M. Hadjon A. Tony Prasetyantono
7 Riyad Areshma Chairil
8 Simon F. Sembiring
9 Daud Silalahi
10 Rudy Sayoga Gautama
11 Irwandy Arif

Ahli dari pemohon pada intinya menerangkan Terkait penfisran pasal

102 dan 103 UU Minerba dalahal mengatur lebih lanjut pesgang IUP
berskala kecil dan nmengah yang berorientasi ekspor. Dalam hal igake
keterbatasan yang dimilikpemegang IUP hanya berorientasi menjual biji
mineral. Atas dasar UU Minerba tidak melarang ekspor biji minerdéama
pemerintah seyogyanya memberi ruang bagi pemegang IUP skala kecil dan
menengah secara proporsional pula. Maka yang harus diterapkan adalah
kebjakan pengendalian ekspor, bukan justru pelarangan eKkspogna
menurut Faisal Basri, larangan ekspomenyebakan produksi terhenti
Kebijakan larangan ekspor berpotensi besar miemiikan praktik perburuan

rentedan memperburuk struktur pasar.
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Mengenai kontrak karya, ahPhilipus M. Hadjon menerangkan
rumusan pasal 172 UU Minerba memiliki rumusangtidak adakepastian.
Bahwa dalam kontrak karya pemerintah tidak menundukkan diri pada hukum
perdata. Kontrak karya adalah satu perjanjiaikuhu campuran, yang
pemerintah itlak bisa lepas @i pasal 33 UUD 1945. Dan terkait dengan
kontrak karya dan perjanjian karya yang telah dilakuakn sebelum adanya UU
4/2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya

kontrak/perjanjian

Ahli yang dihadirkan olepemerintatdalam isu perizinan dalam UU
Minerba ini dapat disimpulkabahwa jikaUU mewajibkan para pemegang
IUP danlUPK untuk melakukan peningkatan nilai tambah terhadap produksi
tambangnyayang dilakukan dengapengolahan dan pemurnian yang wajib
dilakukan di dalam negeri, makansekuensinyadalah ekspor terhadap
raw material atauore memangharus dilaang. Sebab kalau tidak dilarang,
maka adanya norma yangengatur bahwa pengolahan dan pemurnian wajib

dilakukan di dalanmegeri menjadi tidak ada artinya.

Pengolahan dan pemurnian bertujuartuk memberi nilai tambah
atas bahan galian sehingga Indonesia tidak sekedar menjual kandungan yang
ada dalam 'tanah’ dan air. Sementara larangan ekspor tujuannya bermacam
macam. Bisa saja larangan ekspor dilakukan agar konsumsi dalam negeri
tercukupi. Pegenaan bea keluar atas bahan mentah atau sebagian jadi yang
ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai larangan ekspor telah

dipermasalahkan
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c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Berdasarkan keterangan pemohon dan para ahli, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Pengujian
UU PPLH berkaitan dengan isu konstitusionaérizinan dalam bidang
sumber daya alamSecara garis besar Mahkamah berpendapatva im
dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan
strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam
rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari
kegiatan terhadapnya. Upaya dan stratdgnaksud dilakukan dengan
melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun tehadap bbjekn
dimaksuc?

Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah
B3 bagi yang menghasilkannya dengan mendapatkan izin adalah wajar dan
semestinya, naom mahkamah memberikan 2 kondisi mengenai subyek

hukum dalam memperoleh izin dan mengelolah libah B3, yakni:

1. subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang
bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan
memperoleh izin sedang bergsung itu tidak dapat melakukan
pengelolaan limbah B3.

2. Subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut
telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan
perpanjangan izin sesuai dangan peraturan dan pengurusanaizinny
sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum
mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap
telah memperoleh izin. Hal tets#t karena keadaan transisionain

yang baru belum terbit dan izin lama secara formal sudak berlaku

8 Pertimbangan Hukum Poin 3.18 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 18fR(2014
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adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait objek hukum tersbut
adalah limbah B3 yang dapat berdampak buruk bagi kelestarian

lingkungan dan kelangsungan hidup manusia

Serta nengenai penegakan hukum terpadu, mahkamah berprndapat
pelanggaranterhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal,
karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif,
perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan
hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya.. Untukortwm koordinasi
memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut.
Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari
dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya.
Berdasarkan pertimbangan hukum sedut permohonan pengujian
konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan

menurut hukum, vyaitu mengenai °nor ma

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam penguiidh Kehutanan
mengenai isu perizinan iinnegaa berwenang mengatur bagaimana
pemegang hak atas hutan melakukan produksinya dan negara juga
berwenang membuat kebijakan yang dapat menjamin agar pemanfaatan hasil
hutan dapat berkelanjutan dan dilakukan dengan cara yang berwawasan
lingkungan, norma yangehisi larangan bagi pemegang izin pemanfaatan
hutan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan telah
sesuai dengan prinsgrinsip pembangunan nasional serta prinsip
penguasaan oleh negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkanduiy di dalamnya yang tertuang dalam UUD 1425,

9 Perimbangan Hukum Poin 3.19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18XR(2014
10 pertimbangan Hukum Poin 3.10.2 Putusan Mahkamah KonstitusiNoniiy 98/
X111/2015
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Mengenai pemberian izin yang tidak dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, Mahkamah berpenddpdiahwa instrumen izin yang kewenangan
pemberiannya diberikan kepada Menteri sebagaimana diatur pada Pasal 38
ayat (3) UU41/1999 bukanlah berarti menyimpangi prinsip otonomi daerah
atau mengambil kewenangan daerah, tetapi merupakan instrumen
pengendalian yang mengarahkan pengelolaan pertambangan pada kawasan
hutan yang tidak semataata berorientasi pada kepentingan ekontetapi
juga untuk kepentingan sosial dan kepentingan lingkurigamyelenggaraan
kehutanan oleh pemerintah daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan
yang lebih luas, yaitu keseimbangan ekosistem yang berdampak pada

seluruh kawasan negara melampaui bhtias administratif pemerintahan

Adapun dalam pengujianUU Minerba berdasarkan isu
konstitusional perizinan, mahkamah berpendapat dalam hal:

1. Syarat dan Izin Usaha Pertambangan

Mengenai pefperian izin menteri terhadap pemegang IUP dan IUPK
dalam melibatkan anak perusahaannya dengan syarat tidak terdapat
perusahaan jasa pertambangan lainnya, mahkamah berpendapat persoalan
tersebut lebih merupakan masalah implementasi. Selain itu, menurut
Mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat
diskriminatif, karena ketentuaersebuttidak hanya berlaku bagi Pemohon
tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa
pertambangan sesuai dengan Kklasifikasi dan ifk@si masingmasing
adapun yang dialami oleh Pemohorengenai Pasal IURdalah persoalan
implementasi dari Undargndang

11 pertimbangan Hukum Poin 3.17 Putusan Mahkamah KonstitusiNonffld @2
VI111/2010
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Mengenai syarat luas wilayah 5000 hektarahkamah dalam
pendapatnya (3.13.3) putusan 30/VIII/20Elh memutus pengujian pasal
terebut dalam putusan nomor 25/PMUI/2010 fiPasal 22 huruf f, menurut
Mahkamah, justru berpotensi menghalamgangi hak rakyat untuk
berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan
pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanysk tmEmua
kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekukamgngnya 15
(lima belas) tahuajadi dianggap mahkamatebis in idem

Mahkamah berpendapat mengenai badan usaha yang tidak berbadan
hukum seperti perusahaan firma atau CV juga diakui keberagaadan
dapat diberikan IUP, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk
dalam pengertian perseoranddntuk para pelaku usaha dalam bentuk CV
dan Firma, sebagaimana dinyatakan di atas, sebenarnya telah diatur
kepesertaannya dalam usaha pertambasghimgga tetap bisa mendapatkan
IUP

Permasalahan mengenai larangan ekspor bijihahkamah
berpendapdf yakni pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM yang
melarang ekspor bijih berdasarkan hukum dapat dibenarkan dengan
pertimbangan: kewenangan Pemerintdlalam mengeluarkan regulasi
melarang ekspor bijih, dan hal tersebut adalah wajar oleh karena pengolahan
dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan
manakala bijih tersedia di dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih

dilarang. Hal ¢rsebut dapat dijamin manakala ekspor bijih dilarang

12 pertimbangan Hukum Poin 3.24 Putusan Mahkamah KonstitusiNorfdWexI1/2014
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2. Kontrak KaryaPertambangan

Mengenai permasalahan Kontrak Karya, mahkamah berpendapat
Pasal 172 UU Minerba merupakan pasal aturan peralihan, karena isinya
mengatur masa peralihan antara Undaimgang Nomor 11 Tahun 1967
dengan UU Minerba Pencantuman kedua syarat dalam pasal tersebut
merupakan suatu pilihan agar permohonan kontrak karya yang sudah
diajukan sesuai syarat tersebut tetap mendapat prioritas dan kepastian
hukum. Demikian pula, untuk pengaju permohonan yang sudah diajukan,
akan tetapi belum memenuhi kedua syarat sebagaimana ditentukan, jika
dalam pelaksanaannya hal itu menimbulkan permasalahan maka sesuai
dengan hukum yang berlaku mereka yang dirugikan dapat mengajukan
permasalahan terseblkiepada lembaga yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundangnhdangan

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan

Pertambangan

Mengenai isukonstitusionalperizinan dalam 22 Perkara yang ada,
hanya pengujian UU Kehutanan, PPLH dan Minerba yanglapat isu
perizinan, adapun pengujian UU perkelam tidak ada isu konstitusional
mengenai perizinan. Keterkaitan mengenai perizinanan dalam sektor
lingkungan hidup, kehutanan dan pertangan (mineral dan batu bara)
memiliki beberapa perbedaan dalam reg@akal namun tetap memiliki
fungsi yang sama yakni peran pemerintah dalam mengatur pengelolaan,

pemanfaatan, dan penguasaan atas Sumber Daya Alam.

Perkara pengujian UU Kehutanan memandang perizinan dalam hal
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hingga Izin RinjRakai dalam

pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha pertambadigaana perizianan
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tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan hal tersebut konstitusional
menurut mahkamah dikarenakan merupakan instrumen pengendalian oleh
pemeritah pusat yang mengarahkpengelolaan kawasan hutan yang tidak
sematamata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk

kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan

Adapun dalam UU PPLH menitikeratkan pada permasalah Izin
pengelolahan limbah B3 yang dikeluarkasieh Pementah ataupun
Pemerintah Daerah, dimana pengaturan dilakukan untuk menjamin bahwa
rakyat Indonesia bebas dari segala macam ancaman bahaya dan bencana
lingkungan hidup karena bahayanya Ilimbah B3, maka perizinan
diberlakukan pda konteks ini dan keajiban p@&gelolahan oleh penghasil
limbah B3.

Serta dalam UU Minerbanengenai perizinan membahas Izin Usaha
Pertambangan (IUP) serta terdapat metode perizinan namun dengan
redaksional yang berbeda dalam UU Minerba yadkontrak Karya yang
diperuntukarkepada perusahaan asing dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Dari kesemua permasalahan perizinan yang ada mempermasalahkan peran
pemerintah ataupun pemerintah daerah dalam mengeluarkan perizinan

mengenai Sumber Daya Alam
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C. Ketentuan Tindak Pidana (  criminal act ions)

Pengaturan mengenai tindak pidana dalam bidang Sumber Daya
Alam memang diperuntukan agar pengelolaan serta pemanfaatan Sumber
Daya Alam harus tetap menjaga kelestarian dan dilakukan secara arif dan

bijaksana, agar tidak terjadi kerusakan atasberdaya alantersebut.

Untuk melihat perkembangan isu tindak pidana dalam bidang sumber
daya alam erdapat dalam pengujian undamgang mengenai perkebunan,

pertambangan, kehutanan dan PPPH, yang pada intinya membahas mengenai

1. Usaha Pertambangan tanpa Izimgenai Pertambangan ( UU Minerba)

2. Perusakan Kebun (UU Perkebunan)

3. Pengecualian Tindakan Pidana terhadap masyarakat yang bersengketa
dengan Perusahaan Perkebu@\#id Perkebunan)

4. Hasil Hutan, Alat Angkut dan Ketentuan Pidana (UU Kehutanan dan
PPPH)

5. Perusakan Hutan dan Kawasan Hutan (UU Kehutanan dan PPPH)

6. Ancaman Pidana bagi Masyarakat Adat (UU Kehutanan dan PPPH)

a. Argumentasi Pemohon

DalamUU Minerba, pemohon mempermasalahkan ketentuan pidana
dimana berdasarkan pasal 158 UU Mineylag pada intinyanengatakan
setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanp@dzibRJsaha
Pertambangan)IPR (Izin Pertambanga Rakyagtau IUPK (Izin Usaha
Pertambangan Khusugsjipidana dengan pidana penjara paling lama 10
Tahun da denda paling banya&epuluhMiliar Rupiah Namun CV tempat
bekerja pemohon telah memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP) yang
sekarang disebut IUP sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU Minerba

(pemberian IUP oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri). Berdasar
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ketentuan Pasal 158 ini dagbagaimana yang dibunyikan pada Pasal 37
diatas, menunjukkan bahwa tuduhan yang didakwakan kepada Pemohon
tidak memenuhi unsur tindak pidana karena tidak cukup bukti Pemohon
dinyatakan telah melakukan Penambangan Tanpa IUP.

Dalam pengujianUU Perkebunan dilakukan pemohon pada dua
undangundang perkebunan yakni UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang
perkebunan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5584AU/2010
serta UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebudalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUXII /2015 dari kedua pengujian

tersebut pemohon mempermasalahkemgenai:
1. Perusakan Kebun

pemohon menitik beratkan patidak jelasnyaatas norma dalam UU
perkebunan yang mengenai tindak pidana, yakni permasalahannya yang
terdapat dalam Pasal Alarangan pngrusakan kebunjuncto Pasal 47
(Ketentuan pidananyayU Nomor 18 Tahun 2004 tentari@erkebunan
khususnyamengenai ketentuan tentang tindakan yang berakibat pada
kerusakan kebun ketentuan tersebut tidekmuskan secara jelas dan rinci
mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta
pengertiannya terlalu luas dan rumit. Sehingga, setiap upaya dan usaha yang
dilakukan fsetiap orango dalam memper
atas tanamya dapat dikualifikasi sebagai perbuatayang melakukan
tindakan yag berakibat pada kerusakan kebatau tergangunya usaha
perkebunan Sehingga dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh

penguasa dan perusahaan perkebunan;
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2. PengecualiarTindakan Pidna terhadap masyarakat yang bersengketa

dengarPerusahaaRerkebunan

Bahwa ketentuaketentuan larangan tindakan dalam kawasan
perkebunan serta sanksi pidananya (Pasal 55 huruf a, huruf ¢, dan huruf d Jo.
Pasal 107 huruf a, huruf ¢, dan huruf d Bldmor 3 Tahun 2014 tentang
Perkebunan) terbukti telah digunakan untuk mengkriminalisasi pemegang
hak atas tanah dan warga sekitar wilayah perkebunan yang terkena dampak
dari adanya usaha perkebunan. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat
diterapkan selama masbelum adanya penelitian penentuan wilayah tanah
ulayat adat dan peraturan yang baku dan jelas. Karena ketdntsiamt i a p
orang secara tidak sah dilarang: a) mengerjakan, menggunakan,menduduki,
dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; c) melakyplesm@bangatanaman
dalam kawasan Perkebunan; atau d) memadan/atau memungut Hasil
Perkebunan ,sangat multi interpretdtidan dapat ditafsirkan menurut
kehendak perusahaan perkebunan, pemeridémhaparat penegak hukum.
Sehingga ketentuan ini dapat melegitimpsaktik kriminalisasi terhadap
petani dan masyarakat sipil yamgenyampaikan masukan, kritik, protes,

terhadap perusahaan perkebunan

Adapun dalam UU Kehutanan dan PPPH, pemohon
mempermasalahkan isu konstitusional mengenai tindak pidana dalam bidang

SumbeDaya Alam, seperti:
1. Hasil Hutan, Alat Angkut, dan Ketentuan Pidananya

Perumusan norma pidana dalam pag8l ayat (15) UU Kehutanan
dianggap pemohon idmuskan secara kategorsehingganorma yang
muncul adalah norma tunggal yang bersifat luas, fleksibahuk serta
memberikan beberapa peluang penafsiran (multitafsir) serta tidak



mensyaratkan adanydwingen verbandintara kondisi dengan konsekuensi
dasar keberlakuan suatu norma hukum. Maka norma tersebut dianggap
pemohon tidak dapat diberlakukan sebagaiunukBahkan pencantuman
katak at a fipengangkutano, Amengangkut o
ayat (15) mengenai ketentuan pidana serta Pasal 50 ayat (3) huruf f dan j
tentang ketentuan larangan merusak hutan, tidak hanya menyangkut masalah

kehutanan sajeetapi berimbas pada sektor pelayaran

Dalam perkara nomor 13/PUII/2005 pemohon mengatakan
larangan dan sanksi pidana bagi -alat angkut yang beroperasi
dilingkungan hutan dimana ketentuan tersebut dengan sendirinya berlaku
juga bagi kapakapal Pelayaran Rakyat, dengan alasaersebut UU
Kehutanan telah membatasi danngieambat usakasaha Pemohon dalam
rangka menjalankan aktifitas pengangkutan khususnya pengangkutan kayu

kayu olahan
b. Perusakan Hutan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPPH, tindakan perusakan hutan
yang dapat dipidana dengan UU PPPH adpkusakan yang dilakukan di
kawasan yang telah ditetapkan, ditunjuk, ataupun yang sedang dalam proses
penetapan sebagai kawasan hutan. Dengan demikian seseorang dapat
dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU

PPPH meski di wilaydn atau kawasan yang baru ditunjuk atau dalam proses

penetapan sebagai kawasan hutan

Artinya ada ketidakpastian hukum dalam bunyi pasal tersebut dari
bagaimana sebenarnya posisi hukum penunjukan kawasan hutan, Karena
penujukan merupakasalah satyprosespenetapan kawasan hutan (Pasal 15
UU Kehutanan)yang mengakibatkatidak berarti bahwa wilayah tersebut
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swdah final sebagai kawasan hutan. Hal mieerupakan kesewenang
wenangan yang dilakukan oleh negara melalui UU PPPH ditandai dengan
adanya ancaman texttap masyarakat sebelum UU Kehutanan
menyelesaikan kewajibannya melaksanakan penetapan kawasan hutan hak
dan hutan adat di dalamnyBahkan mengenai penentuan jangka waktu
perkara perusakan hutan, serta pengunaan peta yang prosesnya belum final

sebagai bais yuridis kawasan huta@rdapat ketidakpastian
c. Ancaman Pidana terhadap Masyarakat Adat

ketentuan yang berisi ancaman pidana bagi individu yang diatur di
dalam UU PPPHcontohnya ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU PPPH yang
mewajibkan masyarakat yang bertemgaggal di dalam dan/atau sekitar
kawasan hutan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menebang
kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meski untuk
keperluan sendiriyang berimbas pada ketentuan pidamal ini tentu
menjadi acaman bahkan secara faktual telah menjadikan masyarakat lokal
dan masyarakatadat sebagai seorang kriminal. Dengan adanya ketentuan
yang berisi ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam UU PPPH, telah
mengesampingkan eksistensi dan keberadaan masyatakak dan
masyarakat adat yang bertempat tinggal di kawasan hutan secara turun

temurun dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan;

b. Argumentasi Ahli

Dalam perkara pengujiadU Minerba mengenai isu kosntitusional
tindak pidana dalam bidang sumber daya dldak dihadirkan ahli baik dari
pemohon maupun pemerintah. Sementara itu, dalam perkara pergujian
Perkebunan untuk perkara Nomor 55/PUMIII/2010 terdapat 6 orang Ahli

dari pemohon serta 3 orang ahli dari pemerintah.



Tabel 6 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Tindak Pidana dalam
pengujian UU Perkebunan

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah
1 Nurhasan Ismail Suharto

2 Eddy O.S Hiariej Akiar Salmi

3 I Nyoman Nurjaya FX. Arsin

4 Surhariningsih

5 Gunawan Wiradi

6 Hermansyah

Mengenai pendapat 6 orang ahli yang dihadirkan oleh pemohon,
yang pada intinya mereka menerangkan bahwa selama UU Perkebunan
berlaku konflik agraria di sektor perkebunan bukan mereda malahan semakin
marak, hal inimenurutSuharingingsih dikarenakan secara substansi dan
normatif UU Perkebunan tidak berkesesuaian dengaitititaegara hukum
indonesia untuk mensejahterakan rakyat serta tidak menjamin kepastian

hukum.

Keterangan lain disampaikan oleh 3 orang ahli dari pemerintah
menangapiisu konstitusional tindak pidana dalam bidang Sumber Daya
Alam, yang pada intinya, wajar apabila pemberian sanksi terhadap usaha
perkebunan apabila ada pihak yang merusak kebun dan/atau industri
pengolahan hasil perkebunan dikenai sanksi pidana agar madera UU
Perkebunan ditaat: ol eh siapapun. Ka
tercantum dalam Pasal 47 UU Perkebunan adalah untuk membedakan jenis
delik sengaja dengan jenis delik kelalaian, bukan untuk membedakan jenis

delik kejahatan dengan pelanggaréfal ini tampak dengan jelas setelah
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membaca Pasal 47 yang mana deli k yang
dal am ayat (1) dan deli k yang dil aku
ayat (2).

Mengenai masyarakat adat, aBKX Arsin menerangkan hak ulayat
dalam penerapannya sepanjang masih ada diakui keberadaannya, tetapi tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Maka dalam posisi ini,
sewajarnya bilamana hak ulayat masih ada harus dipertahankan, tetapi

bilamana sudah tidak ada, bukan dihidupkembali.

Adapun ri 3 perkara yang menguwlU Kehutanan dan PPPH
yang terdapat isu konstitusional tindak pidana dalam bidang Sumber Daya

Alam terdapat6 ahli dari pemohomlan 1 ahli dari pemerintalakni:

Tabel 7 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai Isu Tindak Pidana dalam
pengujian UU Kehutanan dan PPPH

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah

Hermansyah Rahayu
Achmad Sodiki
Agus Setyarso

Febrian
Amrullah Alfan
Abdul Kadir Jaelani

o O | W N

Pemohon menghadirkan 6 oraayli yang memberikan gambaran
mengenai isu konstitusional tindak pidana dalam bidang SumberAlaya
terhadap perkara yang ada, yang gadinya negara wajib memberikan
penataan tepat guna mengenai hutan dan termasuk masyarakat hukum adat
yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutsgbagaimana amanat
konstitui. Dimana ahli Hermansyah menerengkannegara memiliki

kewajiban malakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada
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sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara atau pemerintah
untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. Tapi
kewajiban pertama adalah melakukan penatétat.itu bukan kewajiban
masyarakat adat untuk memberikan pengakteahadap btan adat itu

adalah tugas negara karena itu kewajiban konstitusi

Mengenaipidana terhadap masyarakat adat, balgas Setyarso
menerangkarkegiatan yang dilakukan dengan tujuan melakukan perusakan
hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggedbkhm atau di
sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu untuk keperluan
diri sendiri dan tidak untuk tujuan komersisgértadipertegas oletchmad
Sodiki dimanaketentuantindak pidana perusakan hutan yang terjadi pada
kawasan hutar(ditunjuk, ditetapkan atau dalam proses penetagatap
dapat diproses sara hukum berdasarkan UU PPReétpai tetap harus
menghormati konstitusi yang mengakui dan menghormati eksistenbiakak

tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup

Adapun magenai alat angkut,hdi Febrian dan Amrullah Alfan
menerangkan apabilaemerintahtidak mempermasalahkan alat tersebut
milik pelaku atau bukan, hal tersebut akan menimbulkan ket
masyarakat karena suatu alat yang ada di tangan pelaku daphtlsaja
milik pelaku, maka pasal 78 ayat (15). Bahkaka t aan ataw
menggabungkan dengan kata kejahatan dan pelanggaran. Dalam ilmu
perundangundangan , kejahatan dan pelanggaran biasanya tidak tergabung
dalam satu kalimat.

Serta terdapat 1 orang ahli dgemerintah yakniRahayu yang
menerangkan kerusakan hutan menimbulkan kerugian negara, merusak
kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Maka negara punya

kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menyelidilkieika
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pelanggaran itu terjadian menghukum pelakunya, serta melakukan reparasi
atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai bentuk tanggung
jawabnya. Tindakan Pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung
jawab negara untuk melindungi masyarakat yang berhak dari perampasan
hakoleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab, serta untuk menegaskan
bahwa korporasi dan pelaku swasta juga memiliki kewajiban bahwa dalam
melakukan usahanya, mereka harus menghormathdlalasasi masyarakat
yang ada di sekitarnya.

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Mahkamah dalam perkara Penguiah Minerba
berkaitan dengan isu konstitusional tindak pidasacara garis besar
Mahkamah berpendapat yang dialami oleh pemohon adalah persoalan
implementasi dari Undargndang, bukan grsoalan konstitusionalitas,
maka atas dasar itu mahkamah tidak mempertimbangkark pekmohonan

karena pemohon tit memiliki kedudukan hukumdgal standing®

Jika melihat dalam perkara pengujiaity Perkebunan, mahkamah
menerangkan dalam kasus yaaikarang timbul sangat mungkin disebabkan
oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual
berdasarkan hukum adat dengan-hak baru yang diberikan oleh negéta.
Pasal 21 mengenai larangan pengrusakan kebun yang diikuti dengan
ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), menimbulkan
ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar-Hakk konstitusional
warga negara, karena penjatuhan sanksi pidana tidak tepat jika dikenakan

terhadap orang yang menduduki tanah berdasark&ani adat, karena

B pertimbangan Hukum Poin 3.6.2 Putusan Mahkamah KonstitusiNgibeu U
XI1/2015

1 pertimbangan Hukum Poin 3.15.1 Putusan Mahkamah KonstitusiNsGfod U
VI111/2010
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timbulnya hakhak adat adalah atas dageo factg atas kenyataan bahwa ia
telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama.
Adapun pemberian hakak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak
pakai berdasarkanpso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan

perundangundangan.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara pengujian
UU Kehutanan dan PPPH,pad intinya tindak pidana bidang kehutanan
mempunyai karateristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan
kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut pipnigip2° (1)
Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungd®regyention of Harry tindak
pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional
dengan standar internasional untuk mencegengurangi, dan mengontrol
kerugian negaraegara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional
(2) Prinsip Kehathatian Precautionary Principly untuk melindungi
lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip -kahati
sesuai dermn kemampuan negara yang bersangkutéB) Prinsip
Pembangunan  Berkelanjutan Sustainable  Developmgnt untuk
menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi

sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan

Adapun dalam Putusan nomor 21/PUUIII/2005 dan 13/PUU
[11/2005 yang pada intinya ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan
mengenai hasil hutan dari kejahatan yang dirampas oleh negara adalah untuk
melindungi kepentingan nasional, khususnya keamanan lkakaggara dan
lingkungan hidup dari kejahatan pembalakan liéegal logging yang saat

ini sudah sangat merajalel&arenahak milik menurut UUD 1945 bukanlah

15 pertimbangan Hukum Poin 3.10.2 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 95/PUU
X11/2014
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merupakan HAM yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib
tunduk kepada pembatms perampasan hak milik dapat dibenarkan

sepanjang dilakukan sesuai dengan pridsi process of law

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan
Pertambangan
Keterkaitan hubungan antara perkara Kehutan&erkebunan dan
Pertambangan dalam isu ktihssional mengenai tindak pidana dalam
bidang sumber daya alam. Dalam perkara yang ada mengenai isu ini,
terdapat dalam UU Perkebunan, Minerba dan Kehutanan serta PPPH.

Dalam UU Kehutanan dan UU Perkebunan terdapat permasalahan
mengenai kegiatan/tindakgang menimbulkan kerusakan hutan dan kebun,
namun ketentuan pidana dari kedua UU ini cukup berbeda, apabila lihat pada
UU Kehutanan dalam Pasal 50 ayat j(#)cto Pasal 78 ayat (1) yang pada
pokoknya menyatakan setiap orang yang melakukan kegiatan yang
merimbulkan kerusakan diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan
denda 5 milyar rupiah, lain halnya dalam UU Perkebunan dalam Pasal 21
juncto Pasal 47 ayat (1) yang pada intinya menerangkan setiap orang yang
melakukan tindakan yang berakibat kerusakarebuk diancam pidana

penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliyar rupiah

Melihat kondisi penerapan sanksi pidana dalam UU Kehutanan dan
Perkebunan yang berbeda terlihat pembuat UU menekankan perusakan atas
hutan lebih berat dari perusakan lahan kelan penjatuhan sanksi pidana
tidak tepat apabila dijatuhkan pada masyarakat adat yang memiltkiakak
adat atas kawasan hutan dan lahan kebunnya, maka dari itu mahkamah telah
meneangkan dalam menerapkan pasal ini harus mempertimbangkan orang

yang nendudwki wilyah yang dianggap melanggar ketentuan pidana ini.
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Berbeda dari kedua UU tersebut, dalam UU minerba tidak dikenal
istilah perusakan pertambangan, tetapi dalam UU minerba mengatur
ketentuan pidana mengenai melakukan penambangan tanpa lzin Usaha
Pertanbangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lIzin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK)
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D. Perencanaan ( Planning)

Dalam mengelolan Sumber Daya Alam di Indonesia, diperlukan
adanya perencanaan peruntukan sumber daya alam bagi masyarakat yang
dalam sektor &hutanan seperti pgakuhan dan penunjukan kawadarnan
serta dalam sektor pertambangan seperti penetapan wilayah pertambangan.
Berdasarkar2?2 total perkara yangdaterdapat FPutusaryang memiliki isu
konstitusional mengenai perencanaaRlafning yakni hanya dalam
pengujian UU Kehutanan dan Minerlperencanaan dalam hal ini mengenai:

1. Pengukuhan, Penunjukan dan Penetapan Kawasan H(lkh
Kehutanai

Penatagunaan HutdbU Kehutanaip

Kewenengan PemerintdblU Minerbg

Kriteria dan Pembatasan WilayRertambangan Raky@dtU Minerbg

ok~ WD

Penetapan Wilayah PertambangdaloPemerintalfUU Minerbg

a. Argumentasi Pemohon

Argumentasi pemohon berkaitan dengan permasalahan perencanaan

yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi antara lain:
1. PengukuharRenunjukan daRenetapan Kawasan Hutan

Kawasan hutan berdasarkan UU kehutantakukan dengan hanya
penunjukan Kegiatan penunjukan merupakan kegiatan awal dari
pengukuhan kawasan hutan yang masih harus diikuti oleh kegiatsataan
batas kawasan hutan, pemetaan kawdmitan, dan akmya pada penetapan

kawasan huta maka konsekuensipenetapan kawasan hutamerupakan

kegiatan penutup dari pengukuhkawasan hutanAkibat ditafsirkannya
kawasan hutan dengan hanya penunjukan, maka mengakibatkan adanya



ketidakpastian Htum dalam menentukan sebuah kawasan hutan dan
tumpang tindih dalam pemberian izin kawasan hutang secara tidak
langsung menimbulkanketidak pastian hukum ini berimbas kepada
ketidakpastian hukum diwilayah para pemohon

Masalah ketidakpastian hukum dalam penetapan kawasan hutan
dianggap pemohon karendl) Kehutanan tidak mengatur mengenai batas
waktu pemerintah untuk nakukan penetapan kawasan hutgang
menimbulkan kelalaian Pemerintah untuk melakukan penetapan kawasan
hutan agar tersedia kawasan hutan yang definitif. Pemerintah pada
kenyataannya secara sewenaregnang memperlakukan kawasan hutan yang

telah ditunjuk sama dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan.
2. Penatagunaan Hutan

Mengenai penatagunaan hutan, pemohorempermasalahkan
Penjelasan Pasal 12 UU Kehutayaa ng pada 1 nt kegigtam me ny ¢
pengukuhan kawasan hutamemerlukan waktu lama sehingtidak selalu
harus mendahului kegiatan penatagunaan buthial tersebut dianggap
pemohon membolehkan kegiatgenatagunaa kawasan hutan sebelum
selesai dilakuakn pengukuhan kawasan hutan yang bertentangan dengan
UUD 1945, karena membuat proses pengukuhan kawasan hutan yang harus
bermuara pada penetapan kawasan hutan menjadi diabaikan oleh

Pemerintah, karena tanpeenyelesaikan prosesmpikuhan kawasan hutan
3. Kewenangan Pemerintah

Pemohon mengatakan mengenai Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan akan
melegitimasi praktik penerapardomein verklaring yang dilakukan
Pemerintah Pusatlalam menunjuk kawasan hutan, yangenyebabkan

adanya penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara sewerary

44



oleh Pemerintah Pusat, mengakibatkan hubungan pemanfaatan sumber daya
alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Didakidilaksanakan

secara adil
4. Kriteria dan Pembasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Dalam UU Minerba pemohon mempermasalahkan kriteria dan
pembatasan Wilayah Pertambangan Rakiyatal 22 huruf f UU Minerba
meneapkan bahwa kriteria WPR yang merupakan wilayah kegiatan tambang
rakyat yang sudah dikean sekurangturangnya 15 (lima belas) tahun.
Kriteria tersebuttidaklah logis karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak
lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh
penambangenambang sebelumnya. Sehingga apabila dikerjakan akan
menjadi sebuah pekerjaan yang-sim belaka. Hal ini merupakan hukum

yang tidak logis dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Lalu yang berikutnya, dalam UU Minerba terdapat syarat luas
minimum wilayah izin usaha pertambangan ekplorasi untukdaypatkan
IUP (izin usaha pertambangan) seluas 5000 (lima ribu) hektar untuk untuk
jenis pertambangan mineral logam dan batubara dan luas minimum 500
(lima ratus) hektar untuk jenis pertambangan mineral bukan logam,
merupakan sebuah bentuk pembatasan &edarselubung bagi
perseorangan, agar tidak dapat mengajukan Izin Usaha Tambang, sehingga
terkesan lahirnya UU Minerba ini bertujuan untuk memberantas secara
perlaharlahan kegiatan pertambangan rakydtrhalangnya kesempatan
untuk memperoleh IUP ini dibabkandiperlukan dana/modal yang tidak
kecil bagi rakyat.



5. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah

Pasal 6 agt (1) huruf e juncto Pasal 9 avat (2) juncto Pasal 10 huruf
b UU Minerba, yang pada intinya pemerintah berwenang menetapkan
wilayah pertambangan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari
instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan
aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan,
dengan berkordinasi dengan pemerintah daerah d&onsedtasi dengan
DPR.

Pemohon menekankan masyarakat berhak untuk menolak penetapan
wilayah pertambangan yang berkemungkinan memberikan damagk b
kehidupan merekéidak ditujukan untuk pengambilalihan hak milik secara
sewenangvenang untuk dijadikan sepp@ wilayah pertambangan
Penetapan pertambangan dianggap pemohon berpotensi merugikan
masyarakat maka diperlukan persetujuan dari masyarakat ketika akan terjadi
pembangunan pertambangan diwilayahnya.

b. Argumentasi Ahli
Isu konstitusional mengengierencanaaiiPlanning dalam perkara
pengujianUU Kehutanan menghadirkan ahli dari pemohon dan pemerintah

dengan komposisi terdat 8ahli dari pemohorsertad ahli dari pemerintah

Tabel 8 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenaisu Perencanaan dalam
Pengujian UU Kehutanan

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah

1 Maruarar Siahaan Chairil Anwar

2 Kurnia Warman Rahayu

3 Rikardo Simarmata Asep Warlan Yusuf
4 Hadin Muhjad Herwint Simbolon
5 | Gde Pantja Astawa
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No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah

6 Tommy Hendra Purwaka
7 Kurnia Toha
8 Sadino

8 Ahli yang dihadirkan oleh Pemohodalam 2 Perkara yang
memiliki isu konstitusional mengenai perencanaan peruntukan sumber daya
alam yang pada intinypenunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap
dalam proses pengukuhdtawasan hutan dan bukan bentuk final dari
rangkaian proses penetapan kawasan hutesih terdapat tahapan kedua,
ketiga, yaitu penataan batas dan pemetaan sebagaimana dikatakan dalam
Pasal 1 angka 3 UU Kehutandbari rumusan Pasal 15 ayat (1) diketahui
bahwa 4 tahap pengukuhan kawasan hutan adalah kumulatif. Hal ini
dipertegas oleh penjelasan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa
penunjukan kawasan hutan baru merupakan kegiatan persiapan pengukuhan

kawasan hutan

Dari sudut hukum kekayaan negara, hutéselout sebagaidomain
public, dimana luitan merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat
dan Negarahanya dapamenguasainya berdasarkan mardkai rakyatdan
tidak memiliki. Penguasaan oleh negara tersebut dilaksanakan oleh
Kementerian Kehutanan dalabentuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan,
dan penggunaan hutan dengan tujuan untuk mewujudkan sélessar
kemakmuran rakyat, mengenai hak menguasai negara adalah konsep yang
mengatur hubungan kepemilikan negara atas sumber daya alam, yang
disebut dist adalah menguasai. Tetapi di dalam praktik dan peraturan
pelaksana yang kita lihat adalah konsep menguasai.
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Adapun ahli dari pemerintajjang pada intinya mereka berpendapat
mengenai kawasan hutan dalam Pasal 81 UU Kehutanan yang telah ditunjuk
dan/atau detapkan berdasarkaerundangindangaryang berlaku sebelum
UU Kehutanan, dinyatakan tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa UU
kehutanan lebih berfungsi untuk penguatan dan pengaturan penetapan
pengelolaan kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebelumeggenai
tolak ukur penunjukan dalam pasal 15 UU Kehutanan harus dilakukan
melalui berbagai tahapdaahapan, yaitu tahaparpenunjukan,penataan
batas, pemetaan, dan peneta@anasan hutanladi penunjukan itu memang
merupakan tahap awal untuk dilakuk@enetapan yang bersifat definitif oleh

Menteri Kehutanan.

Lalu Dalam UU Minerba, Isu konstitusional mengenai perencanaan,
ahli yang hadir dengan komposigi ahli dari pemohon, dan 3 ahli dari

pemerintah

Tabel 9 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah mengenai IsiPerencanaan dalam
Pengujian UU Minerba

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah

1 I Nyoman Nurjaya Simon F. Sembiring

2 Ismiryadi Daud Silalahi

3 Rudy Sayoga Gautama

Ahli dari pemohon mengenai isu perencandalam pengujian UU
Minerba maitik beratkan bahwa penetapan wilayah pertambangan haruslah
melibatkan peran masyarakat adat, sebagaimaridyoman Nurjaya
mempertanyakan pelibatan masyarakat yang hakiki dan murni, bukan
pelibatan yang badaasi atau semu. Merutnya, Pasal 10 UU 4/2009
kelihatan bas#&asi, khususnya pada Pasal 10 huruf b ketika menunjuk kata

masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan. Lalu mengenai
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kejelasan dalam mendapatkan IUP, dimasmiryadi menyatakan tidak
jelasnyaredaksional me g e n a i Asungai o0, At epi sung:
serta upaya terselubung dengan adanya hamparan tidak boleh dibawah 5000
hektar karena syarat untuk mendapat IUP adalah membayar reklamasi yang
menurut UU 11/1967 sebesar 750 US Dollar per hektare.

Adapung3 ahli yang dihadirkan oleh pemerintah berpendapat bahwa
UU Minerba tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas
mengatur hahal teknis. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah yang
mencakup seluruh Indonesia, oleh karenanya, pasahdala dibuat agak
umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan
yang konkret. UU Minerba dibentuk agar ada kepastian hukum berusaha
bagi pihakpihak yang memang ingin mengembangkan pertambangan,
Menurut Simon F. Sembiring berdasarkanUU, Mengenai wilayah

pertambangan dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);

2. Wilayah Pencadangan Negara (WPN),
yang bertujuan sebagai wilayah konservasi dan bejga apabila
terjadi sesuatu segera diusahakan untuk kepentingan nagiomslisnya
untuk ferrel, nikel, tembaga, aluminium, timah, emas, dan batubara;

3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang ditentukan oleh daerah;
Dari wilayahwilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logatan
batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang.

Mengenai pasca tambang, semua perusahaan yang akan memulai izin
usaha pertambangan operasi produksi harus membuat rencana pasca
tambang. Jadi, semua yang akan membuka tambang, hdals tsinu apa

yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Dalam istilah
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pertambangan, hal ini disebut sebagm@od mining practice,membuat
perencanaan yang terintregasi dari awal hingga akhir, melihat berbagai
resiko yang mungkin muncul, mengoptikeh perolehanyecovery dan

juga meminimalkan berbagai dampak lingkungan.

c. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Mahkamah memberikan pertimbangan hukumengenai isu
konstitusional perencanaan dalam sekt&ehutanan, yakni Penguasaan
hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi
wewenang kepada Pemerintahtuk menetapkan kawasan hutan dan/atau
mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan
hukum antara orang dengan hutan atau kawadam ldan hasil hutan, serta

mengatur perbuatan hukum mengenai kehutdhan.

Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak,
hanya dilakukan melalui penunjukdiengenai pengwhan dan penetapan
kawasan hutan, yakni Pasal 15 ayat (1) huruf d UU Kehutanan mengenai
pengukuhan kawasan hutan adalah implementasi norma yang menerangkan
proses akhir dari upaya pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari a)
penunjukan kawasan hutan; Ipenataan batas kawasan hutan; dan c)
pemetaan kawasan hutan yang menurut ayat (2) harus dilakukan dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilajfah

16 pertimbangan Hukum Poin 3.12.2 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 95/PUU
XI1/2014
7 pertimbangan Hukum Poin 3.12.2 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 45/PUU
IX/2011
18 pertimbangan Hukum Poin 3.12.3 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 45/PUU
IX/2011
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Namun terdapat ketentuan yang tidak samaranpasal 1 angka 3
dengan pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, y&atentuan Pasal 15 ayat (1)
UU Kehutanan, penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam
proses pengukuhan kawasan hut an, sen
ketentuan Pasal 1 angka lBBU Kehutanandapat dipersamakan dengan
penetapan kawasan hutan gaidak memerlukan tahaphap sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan (a.penunjukan kawasan
hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan
d.penetapan kawasan hutdh)maka pasal 1 angka 3 ini sejauh frasa
Aditunjuk dan atauo dianggap bertent

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah memberikan pertimbangan hukumengenai isu
konstitusional perencanaan dalam sekRertambangan,yang pada intinya
rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat
kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan kebijddeiaid(
tindakan pengurusaibestuursdaay pengaturanrégelendaayl pengelolaan
(beheersdadd dan pengawasan(toezichthoudensdaad untuk tujuan
sebsarbesarnya kemakmuran rakyatalam rangka menjalankan amanah
UUD 1945 tersebut.

Lalu yangberikutnya Mahkamatlmenekankan mengenai penetapan
Wilayah PertambangaPemerintattidak dapat bertindak sewenamgnang
sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat
dari masyarakd® Mahkamah dalam Putusan Mamah Konstitusi Nomor

32/PUUVIII/2010 yang mengutip putas sebelumnya yakniputusan

19 1bid
20 pertimbangan Hukum Poin 3.13.1 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 32/PUU
VI111/2010
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Mahkamah Nomor 25/PUWIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Nomor
30/PUUVII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, pada pokoknya menentukan
bahwa negara c.g. Permah dalam menetapkan suatu wilayah
pertambangaharus dilakukan dengan syasyarat!

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada
pelestarian lingkungan hidup;

2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan
yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih,
baik dalam satu wilayahdministrasi pemerintahan yang sama maupun
antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;

3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN,
kemudian WUP;

4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah
miliknya akan dinasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan

masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahkan dalam putusan mahkamah konstiieislapat keterangan ahli
yang dikutip oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukugfnyakni Daud
Silalahi ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah dimageadapatnya adalah
wilayah pertambangan ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang
nasionalyang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkanupaga
pelestarian lingkunganhal ini juga sesuai degan Pasal 1 angka 29 UU
4/2009

211bid, him. 138140
22 pertimbangan Hukum Poin 3.13.1 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUU
VI111/2010
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d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan
Pertambangan
Mengenai isu konstitusional mengenai perencanaan dalam 22 Perkara
yang ada, hanya pengujian UU Kehutanan, dan UU Minerba yang terdapat
isu per@canaan, adapun pengujian UU perkebuanan tidak ada isu

konstitusional mengengerencanaan

Pemerintah dalam mengatur kehutanan dan pertambangan memiliki
kewenangan untuk menetapkan dan/atau mengubah status kawasan hutan
serta juga menetapkan wilayglertambangan, karena peran pemerintah
dalam hal kehutanan dan pertambangan untuk mengadakan kebijakan
(beleid, tindakan pengurusafbestuursdaayd pengaturan régelendaajl
pengelolaan Heheersdaagd dan pengawasartogzichthoudensdaadintuk
tujuan sebem-besarnya kemakmuran rakyaPenetapan kawasan hutan
dilakukan oleh pemerintahmelalui proses pengukuhan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam PasalUl4 Kehutanandengan dilakukan

melalui prosegenunjukankawasan hutanpenataan batalsawasan hutan

pemetaarkawasan hutan, dan yang terakhir bpemetaparkawasan hutan.
Dalam pengukuhan kawasan hutan tersebut harus dijalan semua tahapannya
tidak hanya melakukan penujukan kawasan hutan saja karena hal tersebut

inkonstitusional sehingga semua tahaparus dijalankan semuanya.

Adapun dlam penetapan wilayah pertambanghliakukan setelah
berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi ke DPR, dimana
wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka
penyiapan wilayah pertambgan. Sebagimana dalam pasal 9, 10, dan 11 UU
Minerba tak hanya itupenetapan wilayah pEmbangan sudah seharusnya
melibatkan peran masyarakat adat sebagai bentuk partisipasi publik, karena

wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional.



E. Desentralisasi ( decentralization )

Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia menggariskan
bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi skelasisya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undandang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusatKonsekuensdari Indonesia menganut prinsip otonomi
daerah adalaladanya pembagian kewenangarntaem pemerintah pusat

dengan daerah.

Dari 22 perkara pengujian undaogdang mengenai dengan
kehutanan, pertambangan dan perkebunan, terdd&atidarnyangberkaitan
dengan isu konstitusional mengenai desentsilisatau pembagian
kewenangan dar pusat dan daerah yakni perkara nomor 70/AUI2014

yang menguji UU Kehutanan

a. Argumentasi Pemohon

Pemohon mengatakan sebagian besar hutan berada di wilayah
kabupaen yang tersebar di seluruh Indonesia, maka pengaturan kewenangan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, seharusnya
dilakukan secara adil, proporsional dan mengandung kepastian hukum.
Pemerintah sesuai kewenangannya, sebagai penjagatikgpa nasional
dan mempertahankan Negara Kesatuan, seharusnya cukup melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan
yang dilakukan olehPemerintah Daerah, Pemohon pun menyimpulkan
semua norma di dalam UU Kehutanan, sejammberikan kewenangan
penuh kepada Pemerintah (Pusat) dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kehutanan tidaklah merujuk pada norma Pasal 18

23 Moh. Mahfud MD,Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) him.53
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ayat dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang memang belum ada pada saat
UndangUndang itu disahkan, kararbelum dilakuakn proses amandemen
UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, ¢ di kemudian hari
dengan sendirinya mengandung pertentangan dengan norma konstitusi yakni
Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (Jatlan a
(2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dalam perkara ini yang terdapat isu mengenai pembagian kekuasaan
antara pemerintah pusat dengan daerah sama sel&li menghadirkan
ahli baik dari pemohon maupun pemerintah, hal ini dikarenakan proses
pemeriksaan pengujian UU Kehutanan dalam perkatalak sampai pada

pokok perkara.

b. Argumentasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusdalam melakukan proses penksaan pada
pengujian UU Kehutanan dalam perkara nomor 70/PA2014 tidak
sampai pada pemeriksaan pokok perkara dikarenakan mahkamah
berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukiega( standing
dalam melakukan pengujian UU Kehutanan.

Pemohorselakuorganisai para kepala daerah (bupati) dan mewakili
kepentingan pemerintah daerah yang berkaitan dengan wewenang
pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah untuk mengajukan
permohonan pengujian Undakndang yang mewakili kepentingan daerah
di hadapan Mahkamah hatah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati
dan ketua DPRIB* Serta Mahkamah mengutip pertimbangan hukum pada
putusansebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusmir 47/PUU

X/2012 dalam paragraph (3.13) yang pada intinya pemohon tidak memiliki

24 pertimbangan Hukum Poin 3.9 Putusarhkimah KonstitusiNomor 70/PUNII/2014
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hak mewakili kepentingan daerakarena bukan kepala daerah dan tidak
mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan, hal
ini dianggap sama dengan perkara nomor 70/XUI2014 mengenai

pengujian UU Kehutanan.
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F. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Recognition of

Indigenous Communities)

Masyarakat Adat diartikan sebagai masyarakat yang berdiam
dinegaranegara yang merdeka, dimana kondisi sosial, kultural dan
ekonominya membedakan mereka dari batjagian masyarakat lain di
negara tersebu® dimana tiaptiap warga mempunyai hakak dan
kewajibankewajibanmenurut kedudukannya didalam atau persekutuan yang
bersangkutar® Dalam sistemketatanegaraamdlonesia, eagara mengakui
keberadaarkesatuan masyarakat hukum adabagaimana tertuang lden
Pasé 18B ayat (2) UUD 1945pengakuan tersebunencakup pula hak

dalam pengelolaapemanfaatan, dan penguasaan &tasber Daya Alam.

Dalam 22 perkara mengenai Sumber Daya Alam yang terkait dengan
kehutanan, pertambangan dan perkebunan, terdaptisan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 yang mengujUU Kehutanan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUXIII/2015 serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 55/PUW/I111/2010 yang menguji UU Perkebunan,
dimana ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersghiog berkaitan dengan
isu konstitusional mengenai Pengakuan atas kesatuan masyarakat hukum

adat.

a. Argumentasi Pemohon
Dalam UU Kehutanan Pemohon mendalilkasalah satumasalah
yang mengatur tentangbentuk dan tata cara pengakuan kesatuan
masyarakat hukum dafti sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3)

25T.0. Ihromi dalam Indonesia Center for Environmental LBamokratisasi Pengelolaan
Sumber Daya AlantJakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 1999) him 261
26 Soerjono Wignjodipoerd?engantar dan Asa8sasHukum Adat(Jakarta: CV. Haji
Masagung, 1987) him. 96

57



sepanjang frasaisepanj ang kenyataannya mas i
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
Pasal 5 ayat ( &an aya @) dan hutan gdat fditetapkaan A
sepajang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanriasal 67 ayat (1)
sepanjang fraséi sepanj ang menurut kenyatannya
keberadaannya , ayat (2), ay adan dya& Y2)distte panj an
dengan peraturan pemerintah yang par a Pemohon ni
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18B2ay&tasal 28I

ayat (3);

UU kehutanan dalam pasal yang dilakukan pengujian dalam perkara

ini dianggap pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yakni mengenai:

1. Tata cara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat berdasarkan Pasal 67 UU kehutanan yang pada intinya mengatur
tentang tea cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat
hukum adat diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal yang
inkonstitusional karena berdasarkan Pasal 18B ayat (2) tata cara
mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Adat harus melalui
UU organik (UU yang pembentukannya didasarkan pada amanat UUD
1945)

2. Penetapan hutan adat dalam pasahyat (3) UU Kehutanan yang
meretapkan bahwa hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya. Hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan
UUD 1945, melainkan tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah

dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (fair), serta
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mengandung unsumsur diskriminasi terhadap kesatuan masyarakat

hukum adat.

Adapun dalamUU Perkebunan dalam konteks isu pengakuan

masyarakat adgpemohonmempermasalahkan 2 hal yakni:
1. Larangan Perusakan Kebun

Pemohon dlam PutusarMahkamah KonstitusiNomor 55/PUU
VIII/2010 (petani dan masyarakat hukum adat) mempealahsnengenai
ketentuanPasal 21 dan Pasal 47 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan yang mengatur mengenai tindakan penggunaan tanah
perkebunan tanpa seizinrpigik hak dan tindakan yang kakibat merusak
kebun serta ketentuan pidananya, telatengakilatkan terganggunya
pemenuhan hakak konstitusional lainnya, khususnya hak untuk
mengembangkan diri dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal
tersebut menimbulkarasa takut dan trauma dalam diara Pemohon untuk
memperjuangkan dan mempertahankak-ligk atas tanahnya karena akan

sangat mungkin dijeratengan ketentuan tersebut
2. Musyawarah untuk Memperoleh Lahan Perkebunan

Pemohon mempermasalahkan terkait Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39
Tahun 2014 tentang perkebunalalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 122/PUUXIII/2014 yang mengatur apabila tanah hak ulayat
masyarakat adat hendak digunakan untuk usaha perkebunan maka pelaku
usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat, namun
menurut para pemohoketentuantersebut tidak menjelaskanekanisme
penolakan atas ketidaksetujuan warga ketika lahan adatnya dimintakan untuk
pembangunan perkebunan. Selain itu, dengan adanya imbalan yang

diberikan, mengartikan bahwa tidak terdapat posisi yang sejajar antara

56



masyarakat adat dengan pihak perkebuti@am rangka musyawarah untuk

perolehan lahan

b. Argumentasi Ahli
Isu pengakuan masyarakat hukum adrRedognition of Indigenous
Communities dalam perkara nomor 35/PUXf2012 mengenai pengujian
UU Kehutanan, terdapat para Ahli yang dihadirkan baik dari Baon dan
Pemerintahguna memperkuat para pemohon dan juga pemerid&igan
komposisi5 Ahli dari Pemohon dan 2 Ahli dari Pemerintah

Tabel 10 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Pengakuan Masyarakat Adat
dalam pengujian UUKehutanan

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah

1 Saafroedin Bahar Nurhasan Ismail
2 Noer Fauzi Rachman Satya Arinanto
3 Hariadi Kartodihardjo

4 I Nyoman Nurjaya

5 Maruarar Siahaan

Dari kelima pendapat para ahli dari pemohon, kecenderungan dalam
masalah ini menekankan bahwangakuan masyarakat hukum adat oleh
negara harus diperkuat agar terlindunginya-thak masyarakat hukum adat
dalam mengelola dan melindungi wilayah hutan adatdgeenaSaafroedin
Bahar menekankan bahwa telah terjadi pelamgga hak kesatuan
masyarakat adat secara berkelanjutan, yang telah menimbulkan konflik
vertikal antara kesatuan masyarakat adat dengan instansi Pemerintahan di
berbagai daerah; salah satunya mengenai hutan adat. Pendapat tersebut
selaras dengan pendaptdriadi Kartodihardjo dimana Kepastian hakak
masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan hanya menjadi modal

sosial bagi perwujudan pengelolaan hutan adat secara lestari, namun juga
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dapat meredam konflik maupun mengurangen accessemua hutan di

Indonesia.

Dimana posisi masyarakat adat memang selalu menjadi kelompok
yang memiliki posisi yang sangat lemaWaruarar Siahaan mengatakan
bahwa pihak yang lemah harus diupayakan bisa memperoleh manfaat dari
ketentuan yang nmegikan tanpa mengalahkan tujpamum karena menurut
| Nyoman Nurjaya Masyarakat hukum adat memiliki kebebasan untuk
menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan Pemerintah yang
akan dilakukan dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Prinsip ini
belum tertuang dalam prodatau instrumen hukum yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam, dimana ada hubungan penting antara

pemerintah dan rakyat.

Adapun berdasarkan keterangan ahli dari pemerintah dapat ditarik
kesimpulan bahwasanya UU Kehutanan tidaklah bertentanggamd&hJD
1945, namun memang aturaturan pelaksana dari UU Kehutanan yang
bersifat beschiking (pentapan) tersebut Akibatnya menimbulkan
pelanggaraipelanggaran terhadap hhkk masyarakat hukum adat.
Sebagaimana diterangkan olRkirhasan Ismail berkaitandengan konteks
UU Kehutanan tidaklah menyalahi UUD 194®&munsemangat yang ada
dalam UU Kehutanan tidak terinternalisasi ke dalam lingkungan instansi
sektoral, sehingga tidak pernah dikembangkan atataran pelaksanaannya
yang lebih konkret dipertega pula oleh Satya Arinanto timbulnya
kerugiankerugian para Pemohon sehubungan dengan penerbitan bedoera
Keputusan Menteri Kehutanarhahwa kerugian tersebut tidak dapat
dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional karena keputusan Menteri

Kehutanan drsebut bersifabeschiking genetapan), dan bukan bersumber
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dari pasabasal dan ayaayat dalam UU Kehutanan yang dinilai

bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun dari 2 Perkara yang mendulJ Perkebunanyang terdapat
isu konstitusional pengakuan masyaraldat dalam bidang sumber daya
alam hanya terdapat dalaperkara Nomor 55/PUWIII/2010 terdapat 6

orang Ahli dari pemohon serta 3 orang ahli dari pemerintah.

Tabel 11 Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dalam Isu Pengakuan Masyarakaf\dat
dalam pengujian UU Perkebunan

No Ahli Pemohon Ahli Pemerintah
1 Nurhasan Ismail Suharto

2 Eddy O.S Hiariej Akiar Salmi

3 I Nyoman Nurjaya FX. Arsin

4 Surhariningsih

5 Gunawan Wiradi

6 Hermansyah

Ahli pemohon yang merujuk secara langsung mengenai pengakuan
masyarakat hukum adat salah satunya ad®ahhasan ismail yang
menerangkan bahwa Pasal 21 UU Perkebunan di pandang oidfeodox
jurisprudence hukum yang berlaku di masyarakat (hukum adatiamkgr
mendapat tempat, karena hukum negaralah yang paling utama, dalam
Sosiological jurisprudengcehukum dimaknai yaitu peraturan perundang
undangan atau hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 21 dan Pasal 47 UU
Perkebunan dapat menjadi sarana bagi pihak eperian untuk
mempertahankan haknya dengan mengabaikan akan hak masyarakat adat
yang secara konstitusion8ahkanHermansyah menyatakan bahwa Pasal
21 dan Pasal 47 UU 18/2004 dapatmenjadi sarana bagi pihak perkebunan
untuk mempertahankan haknya dengan rabagkan akan hak masyarakat

adat yang secara konstitusional;
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Lain halnya dengan Ahli Pemerintah yak8uharto mengaskan
apabila Pasal 21 juncto Pasal 47 Undbimglang Perkebunan dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan berlaku, yaitu, akan terjadi perusakiasadstgy
kebun dan industri pengelohan hasil perkebunan. penyerobotan tanah
perkebunan dan gangguan terhadap usaha perkebunan akan meningkat,
sehingga usaha perkebunan tidak dapat melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu

ekonomi, ekologi, dan sosial budaya

c. Argume ntasi Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum

Dalam melihat isu pengakuan masyarakat hukumiaganahkamah

menekankafl dalamPasal 18B ayat (2) UUD 1946rdapat satu hal penting

dan fundamental dalam lalintas hubungan hukum. Hal penting dan
fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara
konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak yang dengan
demikian tentunya dapat lau dibebani kewajiban. Dengan demikian
masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di
dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat
haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika
hukum hendk mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian

sumbersumber kehidupan.

Pendapat mahkamatialam UU Kehutanan yakni melihat apakah
pasalpasal yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD
1945, secara umum pengakuan dan perlinduaggs keberadaan hutan adat
merupakan Kkonsekuevn sniggang sudedpebérlangsung fi

sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan

27 Pertimbangan Hukum Poin 3.12.1 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 352012
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hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap

hakhak masyaakat hukum adat®

Berkenaan dengan Ras4 ayat (3) UU Kehutanarpada putusan
terdahulu yaknPutusan Mahkamah Nomor 34/PUXy2011 tersebut di atas
mutatis mutandisberlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutangsng
bertentangan dengan UUD 1945 secara \aeas ¢onditionally
unconstitutiong), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
kecual.i d i ma lpenguasaan b lautanv aoleh finegara tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat gensip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undamgang.?® Sama halnya
dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutana@onditionally
unconstitutonal, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
kecual i d i mHutamnedara behagainsna flimaksud pada ayat
() huruf a, tidak termasuk hutanadat Adapun hutan hak t e

adat dan hutan perseorangan/badan hukum;

Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat
ditetapkan denganPerda menurut Mahkaah merupakan delegasi
wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena UU
yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum
terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan
perundangundangan yang lahir selom UndangJndang yang dimaksud
terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan

hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian,

28 Pertimbangan Hukum Poin 3.13.1 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 35{F0t2
2% Pertimbangan Hukum Poin 3.13.2 Putusan Mahkamah Kongtitusor 35/PUU
X/2012

30 Pertimbangan Hukum Poin 3.13.3 Putusan Mahkamah Kongtitusor 35/PUU
X/2012
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pengaturan yang ditetapkan deng@eraturanPemerintah dan Peraturan
Daerah dapat dibenankasepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian

hukum yang berkeadildh

Adapun dalamUU Perkebunan, terkait ketentuan pengrusakan
hutan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5512010
mahkamah berpendapat unsmmsur yang terdapat dalam Pasal QU
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan beserta penjelasannya dianggap
mahkamah merupakan rumusan pasal yang terlalu luas, maka masalah
pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga
penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbapgdimbangan keadaan
yang berbeda, dengan demikian penjatuhan sanksi dalam Pasal 47 ayat (2)
UU Perkebunan menjadi tidak tepat hal tersebut dapat merugikan masyarakat
adat (Sudah sewajarnya jika perlindungan-hak masyarakat hukum adat
sebagai hakak tradisimal mereka yang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan massakat dalam kerangka Negaraedatuan Republik

Indonesia dalam bentuk undaagdang segera dapat diwujudkin)

Terkait dengan Musyawarah untuk memperoleh lahan perkebunan
dengan masyarakat addalam pengujian UU Perkebunan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUXl11/2014, mahkamah berpendapat
apabila ketentuan musyawarah untuk memperoleh lahan perkebunan dalam
Pasal 12 ayat (1) serta pasal 55 huruf a, huruf ¢, dan huruf d serta Hasal 10
huruf a, huruf ¢, dan huruf d dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal
tersebut justru akan terjadi ketidakpastian hukum, Sebab jika demikian,

menjadi tidak jelas apa yang dimaksud penggunaan lahan yang diperlukan

31 Pertimbangan Hukum Poin 3.13.8 Putusan Mahkamah Kongtitusor 35/PUU
X/2012

32 Pertimbagan Hukum Poin 3.15.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU
VI111/2010



untuk usaha perkebunan, apa yang dimdkspemberdayaan usaha
perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara tidak
sah melakukan usaha di lahan Perkebunan. Justru, dengan pengaturan norma
terhadap pelaku wusaha perkebunan dha
dengan masyarakat kwm adat atas penguasaan lahan/tanah yang digunakan
menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum terhadap
masyarakat hukum adat akan eksistensi dan kedudukan hukumnya sehingga
mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak termasuk hak

asasnya?

d. Relasi Hubungan antara Kehutanan, Perkebunan, dan

Pertambangan

Mengenai isu Pengakuan Masyarakat Hukum A&ecognition of
Indigenous Communitigslalam pengujian UU mengenai sumber daya alam,
terdapat dalam secara jelas dalam pengujian UU tetahgtanan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/RXI2012 yang konsep
pengakuan masyarakat hukum adat pada UU Kehutanan diakui sebagai
subjek hukum dalam konteks kehutanan di Indonesia, sebagaimana di akui
dalam Konstitusi serta UU kehutanan itu dandnaka dari pengakuan
tersebut hak yang melakat pada masyarakat hukum adat haruslah di
akomodir oleh negara, sehingga konteks hutan adat dalam UU Kehutanan
telah berubah dimana tidak lagenempatkan hutan adat sebagai bagian dari
hutan negarakarena hh tersebut dapat mencederéérhadap hakak

masyarakat hukum adat

Begitu pula dalam UU Perkebunan gadiputuskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUW¥III/2010 yang menguji UU Nomor

33 Pertimbangan Hukum Poin 3.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU
X111/2015 him 39
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18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, meskipun dalam permohemguijian
tersebut tidak secara terang mempermasalahkan pengakuan masyarakat
hukum adat, namun substansi norma yang diujikan mempermasalahkan
pengakuan masyarakat hukum adat. Dimana norma yang dipermasalahkan
mengenai pendudukan tanah perkebunan secargalilldan ketentuan
tindakan yang mengakibatkan perusakan kebun, serta ketentuan sanksi
pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 beserta penjelasannya juncto
Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan,
dimana norma tersebutarsgatlah luas dan kabur sehingga berpotensi
melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat apabila telah
menduduki wilayah perkebunan tersebut namun dipidana dengan ketentuan
pasal yang kabur ini, maka Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan
Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 ayat (1) dan (2)

inkonstitusional.
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KESIMPULAN

Ketentuan konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar bagi
pengaturan mengenai permasalahan kehutanan, perkebunan, dan
pertambangan yang merupakan tiga bidang surdhya alam yang strategis
bagi pembangunan di Indonesi®alam perkembangan permasalahan
terhadap tiga isu tersebiMahkamah Konstitusielah memainkan peranan
penting untuk membangun pringypinsip penguasaan negara atas tanah dan
kekayaan alam yang terdapat di dalam UUD 1945 dan juga menguiji
konstitusionalitas norma di dalamndangundang terhadap UUD 1945
Melalui putusan Mahkamah Kadiitsisi dalam pengujian undangundang
telah terjadi perubahaprinsip dan normgengaturan mengenai Sumber
Daya Alam terkhusus pada ketiga isu mengenai Kehutanan, Perkebunan dan

Pertambangan.

Dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang diteltiiakukan
pendlasifikasian pembahasan kedalam beberapa isu konstitysiemkpat
enam isu konstitusiohayang dibahasyakni: tenurial (Penguasaan dan
Pemilikan Tanah); izin dan kepentingan perusahbeenées and corporate
interesty; tindak pidana driminal actior); perencanaan planning;
Desentralisasi decentralizatioly serta yang terakhir pengakuan hak

masyarakat adatgcognitionof indiggnouscommunites

Isu konstitusional tenuriailihat dari duasekorisu yakni kehutanan
dan perkebunan, dimana dalddU Kehutanan menitikoeratkan kepada
konteks lahan atau tanah yang telah terbebani Makkamahmengatakan
ketentuan penguasaan hutan oleh negang yaemperhatikan masyarakat
hukum adat tidak menitik beratkan kepada pengakuan keberadaanya
melainkan menitikeratkan pada masyarakat hukum adat yang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakdbpun dalam UU
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Perkebuanan yang menitileratkan kepada penguasaan atas perkebunan di
lahan masyarakat hukum addimanaPenguasaan dan pemilikan tanah oleh
masyarakat adat dan perorangan secara garis besar adalah berkaitan soal hak
atas wilayah adat (hak ulayat

Dalam konteks isu konstitusional Perizinan dakektor lingkungan
hidup, kehutanan dan pertembangan (mineral dan batu bara) memiliki
beberapa perbeda dalam redaksional namun tetap memiliki fungsi yang
sama yakni peran pemerintah dalam mengatur pengelolaan, pemanfaatan,
dan penguasaan atas Sumber Daya AMahkamah dalam memandang isu
Perizinan dalam UU PPLH yang membahas mengenai izin pengelolaan
limbah B3 mengatakamsistem penegakan satu atap/penegakan hukum
terpadu merupakan kewajiban prosedural yang dimiliki oleh pemerintah
dalam menangani perkara pidana lingkungan hidup atau bahkan tindak
pidana lain yang diatur dalam UU PPLirahkamah mengataka®rizinan
dalam UU Kehutanaryang berkaitan denganzin Usaha Pemanfaatan
Kawasan dalam pemanfaatan kawasatan untuk usaha pertambangan
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusadalah konstitusional, begitu pula
dalam UU Minerba yang berkaitan dengamltisaha Pertambangan dan

Kontrak Karya bagi perusahaan asing.

Mengenai isu konstitusional tindak pidana melihat pada UU
Kehutanan dan UU Perkebunan mempermasalakégiatan/tindakan yang
menimbulkan atau berakibatkerusakan hutan dan kebwerta dengan
ancaman pidananya, namun mahkamah berpendagaatuhan sanksi
pidana tidak tepat apabila dijatuhkan pada masyarakat adat yang memiliki
hakhak adat atas kawasan hutan dan lahan kebunnya, maka dari itu dalam
menerapkan pasal ini harus mentipebangkan orang yang mnduduki
wilyah yang dianggap melanggar ketentuan pidandika melihat pada UU
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Minerba mengatur ketentuan pidana mengenai melakukan penambangan
tanpa IUP, IPR, dan IUPK namun pembahasan pokok permasalahan tidak
dibahas oleh Mahkaam karena pemohon Perkara Nomor 81/PXIWf2015

tidak memilikilegal standing

Dalam isu konstitusional perencanaan, Mahkamah menegpakian
UU Kehutanan mengenapenetapan kawasan hutan dilakukan oleh
pemerintah melalui proses pengukuhan kawagamy séap tahapannya
harus dilakuakan yakrdengan melalui proses penunjukan kawasan hutan,
penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan yang terakhir
baru penetapan kawasan hutpadaUU Minerba, mahkamah menekankan
dalampenetapan Wilayah Perthangan. Pemerintah tidak dapat bertindak
sewenangvenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi
dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta

memperhatikan pendapat dari masyarakat

Pada isu desentralisasi hanya ada padauyjengUU Kehutanan
pada perkara 70/PUNII/2014 dimana pemohon (organisasi kepala daerah)
menerangkan gmerintahpusat sesuai kewenangannyseharusnya cukup
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kehutanan yang dilakukan olétemerintah Daeramamun permohonan ini
tidak membahas sampai pokok perkara karena pemohon tidak mésgiki

standingkarena tidak mewakili kepentingan daerah.

Mengenai isu konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat
merupkan isu yang paling bergesekan di tiap isu konstitusional lainnya
dalam sektor sumber daya alam, seperti dalam pengujian UU Kehutanan
dimana hutan adat oleh Mahkah telah berubah dimana tiddagi
menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan nkgeeaa hal

tersebut dapat mencederterhadap hakak masyarakat hukum adat
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begitupula dalam UU Perkebunan diamana terdapat norma yang sangat luas
dan kabur yaknpendudukan tanah perkebunatara illegal dan ketentuan
tindakan yang mengakibatkan perusakan kebun, serta ketentuan sanksi
pidananya, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat
hukum adat apabila telah menduduki wilayah perkebunan tersebut namun
dipidana dengan kateuan pasal yang kabur ini, dan ketentuan tersebut telah

dibatalkan oleh mahkamah konstitusi.
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REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan,

maka para peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang seharusnya

dilakukan kedepannya, yakni:

1.

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedepan
harus menjadi rujukan bagi setiap penyefigmg negara dalam
mengambil kebijakan dan pengaturan terkait sumber daya alam
terkhusus mengenai Kehutanan, PerkebunanPdammbangan
Pemerintah dalam melakukan pengaasatas lahan hutan maupun
kebun dalam su konstitusional Tenurial, harus memperhatikan
masyarakat hukum adat yang masih hidup bukan saja melihat
keberadaannya saja.

Isu konstitusionalPerizinan dan Kepemigan Perusahaadimana
pemerintah dalam mengeluarkan perizinan terkait sumber daya alam
harus dilakukardan disertai pengawasan oleh pemerintah terhadap
badan usaha yang melakukan usaha disektor kehutanan, perkebunan,
dan pertambangan, serta lingkungarupid

Isu konstitusional Tindak Pidareumber daya alam harus memiliki
batasan yang jelas oleh penegak hukum dalam melakukan
penindakan atas perusakan hutan Kebun serta izin pengelolahan
pertambangan sehingga tidak berpotensi melanggar hak
konstitusionalvarga negara

Isu konstitusional Perencanakimususnya terkait penetapan kawasan
hutan dan penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan
pemerintah harus dilakukan prosedur yang konstitusional seperti

harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan bagor sekt
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kehutanan serta melalui prosesoidinasi antara Pemda dan DPR
bagi sektor pertambangan.

. Dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan
daerah(desentralisasiymeskipun tidak dibahas pokok perkara oleh
Mahkamah, namun kedepan harus dilakukaardinasi terpadu dan
terjadwal baik antara pemerintah pusat dan daerah melalui
kementerian terkait serta pemerintah daerah provinsi serta
kabupaten/kota

. Isu konstitusionaPengakuan Masyarakat Hukum Adatakasudah
seharusnya pemerintah mempercepat m&nperaturan pemerintah
terkait pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana amanat UU
Kehutanan hal tersebut guna menjadi alat bagi perlindungan

masyarakat adat.
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